
1 
 

  ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI 

KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA  

(Studi Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung) 

 

 

 

(Skripsi) 

Oleh: 

 

GHINA IKRIMA 

NPM 2212011266 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2026 



1 
 

ABSTRAK 

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI 

KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA  

(Studi Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung) 

 

Oleh 

GHINA IKRIMA  

Kekerasan fisik terhadap anak dalam lingkup rumah tangga merupakan pelanggaran 

serius terhadap hak asasi anak yang masih sering terjadi dan cenderung 

tersembunyi. Anak sebagai pihak yang rentan justru sering menjadi korban oleh 

orang terdekat dalam keluarga, kondisi yang bertentangan dengan fungsi keluarga 

sebagai tempat yang aman bagi tumbuh kembang anak. Negara telah memberikan 

jaminan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, dalam praktiknya 

pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap anak korban kekerasan fisik melalui studi kasus pada UPTD PPA Provinsi 

Lampung. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan 

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan 

pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta 

wawancara dengan pihak terkait di UPTD PPA Provinsi Lampung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah melaksanakan perlindungan 

hukum melalui layanan terpadu, meliputi penerimaan laporan, asesmen awal, 

perlindungan sementara, pendampingan hukum, serta rehabilitasi fisik dan 

psikologis korban. UPTD PPA juga bekerja sama dengan kepolisian, lembaga 

bantuan hukum, dinas sosial, dan fasilitas kesehatan guna memastikan terpenuhinya 

hak-hak anak korban. 

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi hambatan, 

antara lain rendahnya pelaporan akibat stigma sosial, keterbatasan sumber daya 

manusia dan sarana prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. 

Faktor psikologis korban dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku juga turut  
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mempengaruhi efektivitas perlindungan. Dengan demikian, meskipun perlindungan 

hukum telah berjalan sesuai ketentuan, diperlukan penguatan koordinasi lintas 

sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, serta sosialisasi kepada masyarakat agar 

perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat berjalan lebih efektif dan 

berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penegakan sanksi pidana yang konsisten, 

peningkatan anggaran layanan, serta penyediaan tenaga profesional tambahan 

seperti psikolog dan konselor guna mempercepat pemulihan dan mencegah 

kekerasan berulang di masa mendatang bagi anak korban. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum,  Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF 

PHYSICAL VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD 

(A Case Study of the UPTD for the Protection of Women and Children of 

Lampung Province) 

 

By 

 

GHINA IKRIMA 

Physical violence against children within the household constitutes a serious 

violation of children’s human rights and remains prevalent yet often hidden. 

Children, as vulnerable individuals, frequently become victims of violence 

perpetrated by those closest to them within the family, a condition that contradicts 

the role of the family as a safe environment for a child’s growth and development. 

The state has provided legal protection through Law Number 35 of 2014 on Child 

Protection and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. 

However, in practice, the implementation of such legal protection still faces various 

challenges. 

This study aims to analyze the implementation of legal protection for child victims 

of physical violence through a case study at the UPTD PPA of Lampung Province. 

The research employs an empirical juridical approach by examining relevant laws 

and regulations and relating them to their implementation in practice. Data were 

obtained through literature review and interviews with relevant parties at the UPTD 

PPA of Lampung Province. 

The results indicate that UPTD PPA has implemented legal protection through 

integrated services, including report reception, initial assessment, temporary 

protection, legal assistance, and physical and psychological rehabilitation of 

victims. UPTD PPA also collaborates with the police, legal aid institutions, social 

services, and healthcare facilities to ensure the fulfillment of children’s rights. 

However, the implementation still encounters obstacles, such as low reporting rates 

due to social stigma, limited human resources and infrastructure, and suboptimal 

inter-agency coordination. Psychological factors of victims and economic 

dependence on perpetrators also affect the effectiveness of protection. Therefore,  
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although legal protection has been implemented in accordance with regulations, 

strengthening cross-sector coordination, improving resources, and increasing 

public awareness are necessary. Consistent law enforcement, increased funding, 

and additional professional support are also essential to ensure effective and 

sustainable child protection. 

Keywords: Legal Protection, Children, Domestic Violence 
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MOTTO 

 

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah 

berjanji bahwa: “Fa inna ma’al – ‘usri Yusra, Inna ma’al – ‘usri yusra”  

“setiap kesulitan pasti ada kemudahan” 

 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 

 

 

 

 

“Progress isn’t about speed, it’s about consistency, if you keep moving, if you 

keep swimming, you’ll reach the shore that’s meant for you.” 

 

 

(The Turtle Theory) 

 

 

 

 

“ Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kau gunakan untuk 

merubah dunia” 

 

 

(Nelson Mandela) 

 

 

 

” Dan aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah S.W.T ”  

 

(Q.S. Al Ghaffir:44) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keluarga idealnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih sayang bagi seluruh 

anggotanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan 

ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang 

bertujuan membentuk keluarga serta rumah tangga yang bahagia dan abadi, 

berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam kenyataannya, keluarga 

tidak selalu mencerminkan tempat perlindungan tersebut. Dalam beberapa kasus, 

konflik rumah tangga justru diselesaikan dengan cara yang tidak etis, termasuk 

melalui tindakan kekerasan yang menjadikan keluarga sebagai sumber penderitaan 

bagi anggotanya. 

Kekerasan dalam rumah tangga kerap dikategorikan sebagai kejahatan yang 

tersembunyi (hidden crime), karena baik pelaku maupun korban cenderung 

menutupi kejadian tersebut agar tidak diketahui oleh publik. Istilah kekerasan 

domestik (domestic violence) juga digunakan untuk menggambarkan bentuk 

kekerasan yang berlangsung di dalam lingkungan rumah tangga. Umumnya, 

peristiwa semacam ini dirahasiakan oleh kedua belah pihak karena dipandang 

sebagai sesuatu yang memalukan bagi keluarga. Mengidentifikasi atau mengukur 

tingkat kekerasan terhadap perempuan menjadi tantangan tersendiri, mengingat isu 

ini menyentuh aspek yang sangat personal dan sensitif dalam kehidupan 

perempuan, sehingga mereka sering merasa enggan untuk membukanya. Di 

samping itu, sebagian masyarakat masih memandang permasalahan tersebut 

sebagai ranah privat yang tidak layak untuk disampaikan ke ruang publik. 
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Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki peranan 

penting sebagai sumber daya manusia, sekaligus menjadi harapan untuk 

mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Dengan karakteristik dan 

sifat khusus yang dimiliki, anak-anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan 

agar pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka dapat 

mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa di masa depan.  

Karakteristik dan sifat khusus yang dimiliki, anak-anak membutuhkan pembinaan 

dan perlindungan agar pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial 

mereka dapat berlangsung secara menyeluruh, harmonis, selaras, dan seimbang. 

Untuk mewujudkan pembinaan dan perlindungan tersebut, diperlukan adanya 

dukungan, baik dalam bentuk kelembagaan maupun perangkat hukum yang 

memadai.1 

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya untuk menjamin 

kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta 

melindungi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak secara 

menyeluruh.2 Kekerasan merupakan isu yang seringkali dialami anak-anak dalam 

berbagai bentuk, mulai dari jenis kekerasan, pelaku, lokasi kejadian, hingga 

penyebabnya. Tindakan orang tua yang memarahi hingga memukul anak dengan 

benda-benda seperti sabuk atau sapu, meskipun dianggap sebagai penganiayaan 

ringan, tetap merupakan perbuatan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau luka 

pada tubuh anak.3 

Kekerasan sering kali terjadi bersamaan dengan tindak pidana lain dan dapat 

dilakukan melalui ancaman kekerasan. Perbuatan ini dapat menimpa siapa saja, 

baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Terutama 

jika kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan rumah tangga, sering kali disebut 

sebagai kejahatan tersembunyi (hidden crime) karena pelaku maupun korban 

                                                             
1 Viviaìn Rìestiaì daìn Ridwaìn Arifin, “Pìerlindìungaìn Hìukìum Baìgi Anaìk Sìebaìgaìi Korbaìn Kìekìeraìsaìn 

Daìlaìm Rìumaìh Taìnggaì”, hlm 24. 
2 Waìlìuyaìdi, Hìukìum Pìerlindìungaìn Anaìk, (Baìndìung : Maìndaìr Maìjìu, 2009), 
3 Adaìmi Chaìzaìwi, Kìejaìhaìtaìn Tìerhaìdaìp Tìubìuh daìn Nyaìwaì, (Jaìkaìrtaì: PT. Raìjaì Graìfindo Pìersaìdaì, 

2001).  
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berusaha menyembunyikan peristiwa tersebut dari publik. Kekerasan semacam ini 

juga dikenal dengan istilah kekerasan domestik (domestic violence).4 

Kasus kekerasan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dengan korban yang 

tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga meliputi remaja, anak-anak, 

bahkan balita. Pelaku kekerasan tidak hanya berasal dari lingkungan sekolah, tetapi 

juga bisa berasal dari masyarakat sekitar maupun keluarga dekat. Tindak pidana 

kekerasan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang memiliki tingkat kesadaran 

dan pengetahuan hukum yang lebih tinggi, tetapi juga marak di daerah pedesaan 

yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan adat istiadat. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya perangkat hukum yang kuat dan mengikat untuk menghilangkan 

tindak kekerasan, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga dan menimpa anak 

sebagai korban. 

Penganiayaan terhadap anak dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan 

bagi perkembangan anak itu sendiri. Pengaruh yang muncul sangat bergantung pada 

jenis kekerasan yang dialami. Dampak dari kekerasan fisik pada anak dapat terlihat 

melalui berbagai perubahan dalam kehidupannya, seperti gangguan fisik, 

psikologis, bahkan sosial. Beberapa anak mungkin menjadi lebih pendiam atau 

berusaha tampil sempurna agar tidak menjadi sasaran kekerasan. Namun, ada juga 

anak yang menunjukkan perilaku lebih agresif sebagai bentuk mekanisme 

pertahanan diri terhadap kekerasan yang dialaminya. Perilaku agresif ini juga 

menjadi bagian dari proses pembelajaran sosial (social learning), di mana anak 

meniru perilaku orang tua yang menganggap kekerasan sebagai cara untuk 

menghadapi dunia.5 

Perbuatan kasar yang menimpa anak di lingkungan keluarga sering melibatkan 

orang tua maupun saudara kandung. Tekanan ekonomi yang dihadapi orang tua 

menjadi salah satu faktor pemicu, karena mereka kesulitan memenuhi kebutuhan 

rumah tangga. Padahal, orang tua seharusnya berperan sebagai pendidik utama bagi 

                                                             
4 Moìerti Haìdiaìti Soìeroso, Kìekìeraìsaìn Daìlaìm Rìumaìh Taìnggaì Daìlaìm Pìerspìektif Yìuridis 

Viktimologis, (Jaìkaìrtaì, Sinaìr Graìfikaì 2010). 
5 Naìndaìng Mìulyaìnaì daìn Hìetty Krisnaìni, Intìervìensi Tìerhaìdaìp Rìemaìjaì Pìelaìkìu Kriminaìl (Baìndìung: 

Widyaì Paìdjaìdjaìraìn, 2016), hlm. 78. 
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anak, agar anak tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif yang mendorongnya 

melakukan tindak pidana. 

Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan harus ditangani dan 

dicegah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan perundang-

undangan tersebut mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak anak, 

pelaksanaan kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam rangka memberikan 

perlindungan kepada anak. 

Anak sebagai generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita luhur bangsa, calon 

pemimpin masa depan, dan harapan bagi generasi sebelumnya, perlu diberikan 

kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dari 

segi rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan 

tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat yang menyadari betul pentingnya peran 

anak bagi masa depan bangsa dan negara. Ketika anak telah mencapai kematangan 

dalam aspek fisik, mental, dan sosial, saat itulah mereka siap menggantikan peran 

generasi sebelumnya. 

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi 

yang memungkinkan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi 

pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara fisik, mental, maupun 

sosial. Perlindungan anak merupakan bentuk nyata dari keadilan dalam masyarakat, 

sehingga upaya perlindungan ini dilakukan di berbagai aspek kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum menjadi jaminan utama dalam 

pelaksanaan perlindungan anak. Menurut Arif Gosita, kepastian hukum dalam 

perlindungan anak sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat 
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menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan dalam upaya perlindungan 

tersebut.6 

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan proporsional dan 

mempertimbangkan dampaknya baik bagi lingkungan sekitar maupun bagi anak itu 

sendiri, agar upaya perlindungan tersebut tidak menimbulkan efek negatif. 

Perlindungan anak perlu dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan 

memberikan manfaat yang mencerminkan suatu tindakan yang efektif dan efisien. 

Upaya perlindungan tidak boleh sampai mematikan inisiatif, kreativitas, atau 

menyebabkan ketergantungan pada orang lain, sehingga anak menjadi tidak mampu 

atau tidak mau menggunakan hak-haknya serta menjalankan kewajibannya dengan 

baik.7 

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 

menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan 

untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. 

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai berbagai upaya yang difokuskan 

pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak yang mengalami perlakuan 

salah (child abuse), eksploitasi, dan penelantaran, guna memastikan kelangsungan 

hidup serta pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara fisik, 

mental, maupun sosial. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan usaha 

untuk memastikan anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.8 

Perlindungan terhadap hak-hak anak pada dasarnya berkaitan langsung dengan 

pengaturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta 

berbagai upaya dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya perlindungan tersebut. 

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang 

rentan dan bergantung pada orang lain, selain itu terdapat pula anak-anak yang 

                                                             
6  Arif Gositaì. 1998. Maìsaìlaìh Pìerlindìungaìn Anaìk. Akaìdìemikaì Prìessindo, Jaìkaìrtaì. hlm. 34 
7 Maìidin Gìultom. 2006. Pìerlindìungaìn Hìukìum Tìerhaìdaìp Anaìk daìlaìm Sistìem Pìeraìdilaìn Pidaìnaì 

Indonìesiaì. Rìefikaì Aditaìmaì Baìndìung, hlm 12 
8 Arif Gositaì, Op.Cit, hlm. 35 
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mengalami kendala dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik 

secara rohani, jasmani, maupun sosial.9 

Perlindungan anak memberikan manfaat tidak hanya bagi anak itu sendiri, tetapi 

juga bagi orang tua dan pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama 

dalam perlindungan anak sangat penting untuk mencegah ketidakseimbangan 

dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan secara menyeluruh. Terkait hal ini, Abdul 

Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi 

anak-anak merupakan salah satu pendekatan dalam melindungi anak-anak 

Indonesia. Namun, perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pendekatan 

yuridis semata, melainkan juga harus melibatkan pendekatan yang lebih luas, 

seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya.10 

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:  

1. menjadi wujud pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan 

anak, memiliki dasar filsafat, etika, dan hukum yang kuat 

2. dilakukan secara rasional dan positif; dapat dipertanggungjawabkan; 

memberikan manfaat bagi anak yang dilindungi;  

3. mengutamakan kepentingan anak yang dilindungi, bukan kepentingan yang 

mengatur;  

4. tidak bersifat insidental atau pelengkap semata, melainkan harus 

dilaksanakan secara konsisten dengan rencana operasional yang jelas serta 

memperhatikan aspek manajemen.  

Selain itu, pelaksanaan perlindungan anak harus menerapkan prinsip keadilan 

restoratif yang bersifat pemulihan, tidak menjadi sarana bagi individu atau 

kelompok untuk mencari keuntungan pribadi, memberikan kesempatan bagi anak 

untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya, didasarkan pada pemahaman 

yang tepat tentang anak sebagai manusia, berorientasi pada penyelesaian masalah 

(problem oriented) bukan sekadar pencapaian target, serta tidak menjadi faktor 

yang memicu tindak kriminal (kriminogen) maupun memperparah status korban 

(viktimogen).11 

                                                             
9 Ibid 
10 Rìenaì Yìuliaì. 2010. Pìerlindìungaìn Hìukìum Tìerhaìdaìp Korbaìn Kìejaìhaìtaìn. Graìhaìm Ilmìu. Baìndìung, 

hlm. 22 
11 Maìidin Gìultom. 2006. Pìerlindìungaìn Hìukìum Tìerhaìdaìp Anaìk daìlaìm Sistìem Pìeraìdilaìn Pidaìnaì 

Anaìk Di Indonìesiaì. Rìefikaì Aditaìmaì. Baìaìndìung. hlm. 58 
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Perlindungan anak meliputi upaya mendidik, membina, dan mendampingi anak 

melalui berbagai cara, mencegah anak mengalami kelaparan, serta mengupayakan 

kesehatannya dengan berbagai metode, termasuk menyediakan fasilitas untuk 

pengembangan diri anak. Perlindungan anak secara tidak langsung berarti kegiatan 

yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan kepada pihak lain yang 

berperan atau terlibat dalam perlindungan anak tersebut. Contohnya, usaha 

perlindungan anak dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang berperan dalam 

melindungi anak dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari 

dalam diri anak itu sendiri. Mereka yang bertugas mengasuh, membina, dan 

mendampingi anak dengan berbagai cara, serta yang berperan dalam mencegah 

kelaparan, menjaga kesehatan, dan menyediakan sarana pengembangan diri bagi 

anak, termasuk dalam kategori perlindungan anak secara tidak langsung.12 

Penulis dalam hal ini akan memaparkan beberapa kasus anak yang menjadi korban 

kekerasasan dalam rumah tangga, seperti yang terjadi di Lampung Timur pada 

Januari tahun 2025, seorang ibu nekat membunuh bayi berusia 6 bulan dikarenakan 

mengalami depresi, akibat persoalan rumah tangga karena sang suami akan 

menikah lagi, sehingga ia nekat membacok bagian kepala bayi putrinya 

menggunakan golok hingga meninggal dunia, sang ibu terancam pidana 15 tahun 

penjara.13 Kemudian pada tahun 2021, seorang ibu dan teman pria di Bandar 

lampung meracuni anak kandung nya  yang berusia 9 bulan menggunakan ramuan 

gula merah dicampur asam jawa dan minyak panbo yang mengakibatkan bayi 

Perempuan itu tewas mengenaskan hingga terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun 

penjara. 14 

Seorang ayah di Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara tega 

rudapaksa anak kandungnya sendiri selama 7 tahun hingga korban sempat hamil 

dan di paksa aborsi, kasus ini terungkap setelah korban kabur dari rumah dan 

menceritakan kepada ibu kandungnya yang bekerja di luar kota, atas perbuatannya 

                                                             
12 Maìidin Gìultom, Ibid. hlm 62 
13 "Didìugaì Dìeprìesi, Sìeoraìng Ibìu Bìunìuh Anaìknyaì," Mìediaìhìub Polri, diaìksìes 31 Mìei 2025, 

https://mìediaìhìub.polri.go.id/imaìgìe/dìetaìil/133161-didìugaì-dìeprìesi-sìeoraìng-ibìu-bìunìuh-aìnaìknyaì. 
14 "Bìunìuh Anaìk Kaìndìung, Ayìu daìn Amin Divonis 10 Taìhìun Pìenjaìraì," Saìibìumi.com, diaìksìes 31 

Mìei 2025, https://www.saìibìumi.com/aìrtikìel-111890-bìun ìuh-aìnaìk-kaìndìung-aìyìu-daìn-aìmin-divonis-

10-taìhìun-pìenjaìraì. 
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tersangka dikenakan ancaman hukuman maksimal 15 tahun ditambah sepertiga dari 

ancaman hukuman karna tersangka ayah kandung korban.15 Seorang ayah dan 

kakek perkosa anak kandung di Natar Lampung Selatan, korban yang berusia 15 

tahun sampai menderita penyakit kelamin karna perbuatan bejat para pelaku yang 

menyetubuhi korban dengan cara memaksa hingga mengancam akan membunuh 

korban.16 

Penulis akan meneliti data di unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak Provinsi Lampung, yang dimana data kekerasan pada anak dan 

Perempuan di Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung mencatat sebanyak 27 kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditangani sejak Januari hingga April 

2025. Dari jumlah tersebut, 15 kasus melibatkan anak sebagai korban, sementara 

12 kasus lainnya menimpa Perempuan, Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPA 

Bandar Lampung, Serketaris unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mengatakan 

mayoritas kasus yang dialami anak adalah pelecehan seksual baik kekerasan fisik, 

psikis seksual, penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).17 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) 

memainkan peran yang strategis dan menyeluruh dalam upaya perlindungan 

terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai 

bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat 

daerah, UPTD PPA berfungsi sebagai pelaksana layanan teknis operasional dalam 

berbagai aspek perlindungan dan penanganan kasus kekerasan, khususnya terhadap 

anak. 

                                                             
15 "Ayaìh Rìudaìpaìksaì Anaìk Kaìndìung di Laìmpìung Utaìraì, Korbaìn Haìmil daìn Dipaìksaì Aborsi," 

Lipìutaìn6.com, diaìksìes 31 Mìei 2025, https://www.lipìutaìn6.com/rìegionaìl/rìeaìd/5644300/aìyaìh-

rìudaìpaìksaì-aìnaìk-kaìndìung-di-laìmpìung-ìutaìraì-korbaìn-haìmil-daìn-dipaìksaì-aìborsi. 
16 "Baìpaìk daìn Kaìkìek Pìerkosaì Anaìk Kaìndìung di Laìmpìung, Korbaìn Sìempaìt Diaìncaìm Dibìunìuh," 

iNìews Mìedaìn, diaìksìes 31 Mìei 2025, https://mìedaìn.inìews.id/rìeaìd/430644/baìpaìk-daìn-kaìkìek-

pìerkosaì-aìnaìk-kaìndìung-di-laìmpìung-korbaìn-sìempaìt-diaìncaìm-dibìunìuh. 
17 "Hinggaì April, 27 Kaìsìus Kìekìeraìsaìn Ditaìngaìni Dinaìs PPPA Baìndaìr Laìmpìung," Laìmpìungpro.co, 

5 Mìei 2025, diaìksìes daìri https://laìmpìungpro.co/nìews/hinggaì-aìpril-27-kaìsìus-kìekìeraìsaìn-tìelaìh-

ditaìngaìni-dinaìs-pppaì-baìndaìr-laìmpìung/aìll. 
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Fungsi awal UPTD PPA mencakup penerimaan laporan dari masyarakat terkait 

dugaan kekerasan terhadap anak, baik melalui pengaduan langsung maupun melalui 

mekanisme resmi lainnya. Setelah menerima laporan, UPTD PPA segera 

melakukan penjangkauan kepada korban guna memberikan perlindungan awal serta 

menjamin akses terhadap layanan yang diperlukan. Proses penjangkauan ini 

mencakup identifikasi kebutuhan korban secara menyeluruh, baik fisik, psikologis, 

maupun sosial. 

Mengenai pengelolaan kasus, UPTD PPA melakukan koordinasi lintas sektor 

dengan institusi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, fasilitas layanan kesehatan, 

lembaga bantuan hukum, dan tenaga psikologi klinis. Koordinasi ini 

memungkinkan penanganan kasus yang terpadu dan komprehensif, termasuk dalam 

hal pendampingan hukum terhadap korban dan keluarganya agar mereka 

memahami hak-hak serta tahapan proses hukum yang dijalani. Pendampingan ini 

bertujuan untuk meminimalisir risiko trauma lanjutan selama proses peradilan. 

UPTD PPA juga menyediakan layanan penampungan sementara untuk anak-anak 

korban kekerasan yang memerlukan perlindungan fisik mendesak, terutama apabila 

situasi rumah tangga dinilai tidak aman. Di fasilitas ini, korban mendapatkan 

perlindungan, perawatan medis, serta bantuan psikologis untuk proses pemulihan 

dari trauma yang dialami. Selain itu, tersedia pula layanan konseling dan terapi 

psikososial yang dirancang untuk memulihkan kondisi psikologis korban secara 

holistik. 

UPTD PPA dapat memfasilitasi proses mediasi yang melibatkan pihak keluarga dan 

pelaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi 

anak, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Mediasi ini 

dilaksanakan secara hati-hati untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan 

anak tetap terjaga. 

Tidak hanya fokus pada penanganan kasus, UPTD PPA juga menjalankan fungsi 

preventif melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

hak-hak anak dan pentingnya perlindungan dari kekerasan domestik. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menciptakan 

lingkungan yang aman dan ramah anak. 
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Seluruh layanan dan intervensi yang dilakukan UPTD PPA berpedoman pada 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, guna menjamin 

profesionalitas, integrasi, dan keberlanjutan layanan. Selain itu, UPTD PPA juga 

melaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap penanganan kasus guna 

memastikan efektivitas perlindungan serta keberhasilan pemulihan korban. 

Peran UPTD PPA di Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada 

anak korban KDRT mencakup: penerimaan pengaduan, penjangkauan dan asesmen 

korban, pengelolaan kasus secara koordinatif, pendampingan hukum dan 

psikologis, penyediaan penampungan sementara, fasilitasi mediasi, serta edukasi 

publik. Peran ini sangat vital dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum anak 

korban dan mendukung pemulihan mereka secara menyeluruh untuk masa depan 

yang lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan karyah ilmiah berbentuk 

skripsi dengan judul penelitian “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus UPTD 

Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditetapkan, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik 

dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Lampung ? 

b. Apa sajakah faktor penghambat dalam perlindungan hukum anak korban 

kekerasan fisik dalam  rumah tangga? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup analisis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik 

dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Lampung mencakup kajian terhadap 

dasar hukum yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
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2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Analisis ini juga 

menyoroti pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA, termasuk 

upaya pemulihan fisik dan psikologis korban, pemberian pendampingan hukum, 

serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Penelitian ini 

akan dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 

Anak Provinsi Lampung dan pada tahun 2025-2026.  

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal- hal sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban 

kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Lampung. 

2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan 

dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 

2014 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk memenuhi persayaratan Akademik Penulis dalam memperoleh 

gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung.  

2) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum 

terutama pada lingkup perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan 

dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan secara Teoritis 

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana sehingga dapat 

menjadi acuan dalam mengurangi kasus di Indonesia khususnya terhadap 

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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b. Kegunaan secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi terkait 

bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah 

tangga.  

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis  

Kìerangka tìeoritis adalah susunan dari bìebìerapa anggapan, pìendapat, cara, 

aturan, asas, dan kìetìerangan yang mìembìentuk satu kìesatuan logis sìebagai 

landasan, acuan, dan pìedoman dalam pìenìelitian atau pìenulisan ilmiah. 

 

a. Tìeori Pìerlindungan Hukum.  

Tìeori pìerlindungan hukum mìenurut para ahli mìenjìelaskan bahwa pìerlindungan 

hukum adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mìenjaga harkat dan 

martabat manusia sìerta mìengakui hak-hak asasi yang dimiliki olìeh subjìek 

hukum bìerdasarkan kìet ìentuan hukum yang bìerlaku. Mìenurut Philipus M. 

Hadjon, pìerlindungan hukum mìencakup dua bìentuk, yaitu pìerlindungan 

prìevìentif yang bìertujuan mìencìegah tìerjadinya sìengkìeta dìengan mìembìerikan 

kìesìempatan kìepada masyarakat untuk mìenyampaikan pìendapat sìebìelum 

kìeputusan diambil, dan pìerlindungan rìeprìesif yang bìerfungsi mìenyìelìesaikan 

sìengkìeta yang sudah tìerjadi. Satjipto Rahardjo mìemandang pìerlindungan 

hukum sìebagai upaya mìelindungi kìepìentingan sìesìeorang dìengan mìembìerikan 

hak asasi dan kìekuasaan untuk bìertindak dìemi kìepìentingannya. Sìelain itu, tìeori 

hukum alam yang dikìemukakan olìeh Plato dan Aristotìelìes mìenyatakan bahwa 

hukum bìerasal dari prinsip univìersal dan abadi yang bìersumbìer dari Tuhan, di 

mana hukum dan moral tidak dapat dipisahkan dan harus mìencìerminkan nilai-

nilai kìehidupan manusia. Sìecara umum, pìerlindungan hukum bìerfungsi 

mìengint ìegrasikan dan mìengkoordinasikan bìerbagai kìepìentingan dalam 

masyarakat agar konflik dapat diminimalisir, sìerta mìembìerikan jaminan 

kìepastian hukum, kìeadilan, dan kìetìertiban bagi sìemua pihak.18 

                                                             
18 "Tìeori Pìerlindìungaìn Hìukìum Mìenìurìut Paìraì Ahli," Hìukìumonlinìe, diaìksìes 23 Mìei 2025,  
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Bìerdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tìentang 

Pìerlindungan Saksi dan Korban, p ìerlindungan mìengacu pada sìegala upaya 

yang dilakukan olìeh LPSK atau organisasi lain untuk mìenjunjung tinggi hak-

hak saksi dan/atau korban sìerta mìembìerikan rasa aman kìepada mìerìeka. Kamus 

Umum Bahasa Indonìesia mìendìefinisikan pìerlindungan sìebagai "tindakan (hal-

hal dan sìebagainya) mìelindungi; bantuan (pìenjagaan dan sìebagainya)."19 

b. Tìeori Faktor Pìenghambat dalam Pìenìegakan Hukum  

Sìecara kopsìepsional untuk mìembangun, mìemìelihara, dan mìelindungi 

kìeharmonisan masyarakat, tujuan mìendasar pìenìegakan hukum adalah untuk 

mìenyìelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam norma 

dan sikap yang tìeguh dan tìerwujud sìebagai rangkaian pìenjìelasan nilai tahap 

akhir. Mìenurut Soìerjono Soìekanto mìenjìelaskan bahwa ada lima aspìek yang 

mìempìengaruhi pìenìegakan hukum, yaitu:20 

1) Faktor Undang-Undang (Lìegal Framìework) 

Mìent ìeri Pìendidikan dan Kìebudayaan Rìepublik Indonìesia mìenìerbitkan 

Pìeraturan Nomor 30 Tahun 2021 tìentang Pìencìegahan dan Pìenanganan 

Tindak Kìekìerasan di Lingkungan Pìerguruan Tinggi, yang bìerkaitan dìengan 

praktik pìenyìelìenggaraan yang mìenghasilkan produk hukum bagi pìenìegakan 

hukum. 

2) Faktor Pìenìegak Hukum (Law Enforcìers) 

Aparat atau pihak-pihak yang bìekìerja langsung dalam pìenìegakan hukum 

dan sìecara aktif turut sìerta dalam mìenyuksìeskan upaya pìenìegakan hukum 

disìebut pìenìegak hukum. Mìerìekalah yang mìembìerikan kìeadilan kìepada 

masyarakat. 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas (Facilitiìes and Rìesourcìes) 

Sarana atau fasilitas yang baik mutlak dip ìerlukan untuk pìenìegakan hukum 

yang ìefìektif. Sarana atau fasilitas t ìersìebut mìeliputi pìersonìel yang t ìerlatih, 

tata kìelola kìelìembagaan yang baik, pìeralatan yang mìendukung kinìerja yang 

baik, sìerta sumbìer daya kìeuangan yang dapat mìembantu pìenìegakan hukum. 

                                                             
19 W.J.S. Poìerwaìdaìrmintaì, Kaìmìus Umìum Baìhaìsaì Indonìesiaì (Jaìkaìrtaì: Baìlaìi Pìustaìkaì, 1999), 

hlm.600 
20 Soìerjono Soìekaìnto, Faìktor-faìktor yaìng Mìempìengaìrìuhi Pìenìegaìkaìn Hìukìum, (Jaìkaìrtaì, Raìjaì 
Graìfindo Pìersaìdaì, 2007), hlm.5 
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4) Faktor Masyarakat (Sociìety) 

Kìedamaian dan kìet ìertiban sosial dikatakan bìergantung pada pìenìerimaan 

masyarakat tìerhadap hukum yang bìerlaku. Opìerasi pìenìegakan hukum akan 

sangat tìerbantu olìeh tingginya tingkat kìesadaran hukum masyarakat, 

pìemahaman hak dan kìewajiban, sìerta kìetìerlibatan aktif dalam sist ìem hukum 

(misalnya, sìebagai saksi, pìelapor, atau dalam mìenìegakkan kìetìertiban 

lingkungan). 

5) Faktor Kìebudayaan (Culturìe) 

Kìebudaya bìerfungsi sìebagai landasan pìenciptaan hukum karìena budaya 

mìembìeri tahu masyarakat tìentang pìerilaku apa yang dapat ditìerima atau 

tidakdapat dit ìerima. Pìerilaku ini bìerasal dari krìeasi artistik dan ìemosi yang 

dit ìentukan olìeh int ìeraksi sosial. 

 

Tìeori faktor pìenghambat dalam pìenìegakan hukum mìenurut Lawrìencìe M. 

Friìedman mìenyatakan bahwa sist ìem hukum t ìerdiri dari tiga komponìen utama 

yang saling bìerint ìeraksi, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya 

hukum. Kìetiga komponìen ini sangat mìenìentukan ìefìektivitas dan kìebìerhasilan 

pìenìegakan hukum dalam suatu masyarakat. 

 

Struktur hukum mìencakup lìembaga-lìembaga dan aparat pìenìegak hukum 

sìepìerti kìepolisian, kìejaksaan, pìengadilan, dan lìembaga pìemasyarakatan. 

Struktur ini bìerfungsi sìebagai kìerangka yang mìengatur bagaimana hukum 

dijalankan dan dit ìegakkan. Namun, dalam praktiknya, struktur hukum dapat 

mìenjadi pìenghambat apabila aparat pìenìegak hukum mìemiliki kualitas yang 

rìendah, kurang profìesional, atau tìerlibat dalam praktik korupsi. Sìelain itu, 

kìetìerbatasan sumbìer daya dan fasilitas juga mìenjadi kìendala dalam 

mìenjalankan fungsi pìenìegakan hukum sìecara ìefìektif. Struktur hukum yang 

lìemah mìenyìebabkan hukum sulit dit ìerapkan mìeskipun aturan sudah ada.21 

 

                                                             
21 "Pokok-Pokok Pikiraìn Laìwr ìencìe Mìeir Friìedmaìn: Sistìem Hìukìum daìlaìm Pìerspìektif Ilmìu Sosiaìl," 

nìusaìpìutraì.aìc.id, diaìksìes 31 Mìei 2025, https://nìusaìpìutraì.aìc.id/aìrticlìe/pokok-pokok-pikiraìn-

laìwr ìencìe-mìeir-friìedmaìn-sistìem-hìukìum-daìlaìm-pìerspìektif-ilmìu-sosiaìl/. 
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Substansi hukum mìerupakan isi dari sist ìem hukum, yaitu pìeraturan pìerundang-

undangan, norma, dan kìeputusan hukum yang mìengatur hak dan kìewajiban 

masyarakat. Faktor pìenghambat pada substansi hukum muncul k ìetika 

pìeraturan yang ada tidak sìesuai dìengan pìerkìembangan sosial, tumpang tindih, 

atau bahkan bìertìentangan satu sama lain. Kìetidakjìelasan dan kìetidakt ìepatan 

substansi hukum mìenyìebabkan kìetidakpastian hukum dan kìesulitan dalam 

pìenìerapan sìerta pìenìegakan hukum. Olìeh karìena itu, substansi hukum harus 

tìerus dipìerbaharui agar rìelìevan dìengan kìebutuhan masyarakat dan mampu 

mìembìerikan pìerlindungan sìerta kìepastian hukum.22 

Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan norma yang dianut olìeh masyarakat dan 

aparat pìenìegak hukum tìerhadap hukum. Budaya hukum yang baik t ìercìermin 

dari kìesadaran hukum yang tinggi, kìepatuhan t ìerhadap aturan, dan kìepìercayaan 

pada lìembaga hukum. Sìebaliknya, budaya hukum yang lìemah ditandai dìengan 

rìendahnya kìesadaran hukum, sikap apatis, sìerta adanya norma sosial yang 

mìembìenarkan pìelanggaran hukum. Budaya hukum yang buruk mìenyìebabkan 

masyarakat ìenggan mìelaporkan pìelanggaran dan aparat hukum kurang t ìegas 

dalam mìenìegakkan hukum. Friìedman mìenìempatkan budaya hukum sìebagai 

komponìen paling pìenting karìena mìenjadi jìembatan antara aturan hukum dan 

pìerilaku masyarakat. 

Kìetiga komponìen t ìersìebut saling mìempìengaruhi satu sama lain. Kìegagalan 

dalam satu aspìek akan bìerdampak pada kìesìeluruhan sist ìem pìenìegakan hukum. 

Misalnya, struktur hukum yang kuat tidak akan ìefìektif jika substansi hukum 

tidak rìelìevan atau budaya hukum masyarakat rìendah. Olìeh karìena itu, 

pìenìegakan hukum yang ìefìektif harus mìempìerhatikan dan mìengoptimalkan 

kìetiga aspìek t ìersìebut sìecara bìersamaan agar hukum dapat bìerjalan dìengan adil 

dan ìefìektif. 23 

 

                                                             
22 Izzy Al Kaììutsaìr aìnd Daìnaìng Waìhyìu Mìuhaìmmaìd, ‘Sistìem Hìukìum Modìern Laìwraìncìe M. 

Friìedmaìn: Bìudaìyaì Hìukìum Daìn Pìerìubaìhaìn Sosiaìl Maìsyaìraìkaìt Daìri Indìustriaìl Kìe Digitaìl’, 

Saìpiìentiaì Et Virtìus, 7.2 (2022), pp. 84–99, doi:10.37477/sìev.v7i2.358. 
23 "Pìenìegaìkaìn Hìukìum Mìenìurìut Laìwrìencìe Mìeir Friìedmaìn," milthrìeìelaìw.id, diaìksìes 31 Mìei 2025, 

https://www.milthrìeìelaìw.id/2024/11/pìenìegaìkaìn-hìukìum-mìenìurìut-laìwr ìencìe-mìeir.html. 
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1) Konsìeptual  

Kìerangka konsìeptual mìerupakan kìerangka yang mìembahas mìengìenai kìet ìerkaitan 

antara konsìep-konsìep khusus yang akan di t ìeliti: 

a. Pìerlindungan Hukum mìerupakan sìegala tindakan yang dilakukan olìeh 

aparat pìenìegak hukum untuk mìenjaga dan mìelindungi hak-hak subjìek 

hukum agar tidak tìerjadi pìelanggaran tìerhadap hak tìersìebut. Pìenìegakan 

hukum ini dilakukan sìebagai bìentuk pìelaksanaan dari kìet ìentuan hukum 

yang bìerlaku. Adapun bìentuk pìerlindungan hukum yang dibìerikan kìepada 

korban kìekìerasan dalam rumah tangga olìeh pihak PPA Provinsi Lampung 

mìeliputi bìerbagai upaya pìerlindungan dan pìendampingan sìesuai dìengan 

pìeraturan yang bìerlaku.24 

 

b. Pìenghapusan Kìekìerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Mìenurut 

konsidìeran Undang-Undang Pìenghapusan Kìekìerasan Dalam Rumah 

Tangga (UU PKDRT), sìegala bìentuk kìekìerasan, khususnya kìekìerasan 

dalam rumah tangga, mìerupakan pìelanggaran tìerhadap hak asasi manusia 

(HAM), kìejahatan tìerhadap martabat kìemanusiaan, sìerta bìentuk 

diskriminasi yang harus dihapuskan. Korban k ìekìerasan dalam rumah 

tangga, tìermasuk anak-anak, wajib mìendapatkan pìerlindungan dari nìegara 

dan masyarakat agar tìerhindar dari kìekìerasan, ancaman kìekìerasan, 

pìenyiksaan, atau pìerlakuan yang mìerìendahkan martabat dan harkat 

kìemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, kasus k ìekìerasan dalam rumah 

tangga masih sìering tìerjadi, sìemìentara sist ìem hukum di Indonìesia bìelum 

sìepìenuhnya mampu mìenjamin pìerlindungan yang mìemadai bagi para 

korban.25 

 

c. Anak Sìecara umum, anak adalah individu yang bìelum mìencapai usia 

dìewasa dan masih bìerada dalam masa pìerkìembangan fisik, mìental, dan 

sosial. Dalam kont ìeks hukum di Indonìesia, dìefinisi anak diatur dalam 

                                                             
24 "Pìengìertiaìn Pìerlindìungaìn Hìukìum daìn Pìenìegaìkaìn Hìukìum," Hìukìum onlinìe, diaìksìes 23 Jìuni 

2025, https://www.h ìukìumonlinìe.com/klinik/aì/pìengìertiaìn-pìerlindìungaìn-hìukìum-daìn-pìenìegaìkaìn-

hìukìum-lt65267b7aì44d49 
25 Rìussìel Bìutaìrbìutaìr, Kompilaìsi Hìukìum Pidaìnaì daìn Aplikaìsinyaì di Maìsyaìraìkaìt,(Bìekaìsi: Graìmaìtaì 

Pìublishing, 2016), hlm.215 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tìentang Pìerlindungan Anak, yang 

mìenyatakan bahwa anak adalah sìesìeorang yang bìerusia di bawah 18 tahun, 

tìermasuk anak yang masih dalam kandungan. D ìefinisi ini juga mìencakup 

bahwa anak bìelum mìenikah dan bìerhak mìendapatkan pìerlindungan khusus 

sìesuai dìengan hak-hak mìerìeka agar dapat tumbuh dan bìerkìembang sìecara 

optimal, sìerta mìendapatkan pìerlindungan dari kìekìerasan, diskriminasi, dan 

pìerlakuan yang mìerugikan.26 

 

d. Unit Pìelaksanaan Tìeknis Daìerah Pìerlindungan Pìerìempuan dan Anak 

(UPTD- PPA) Adalah unit pìelaksana tìeknis daìerah yang dibìentuk 

pìemìerintah daìerah dalam mìembìerikan layanan bagi pìerìempuan dan anak 

yang mìempunyai tugas mìelaksanakan kìegiatan t ìeknis opìerasional dalam 

mìembìerikan layanan bagi pìerìempuan dan anak yang mìengalami kìekìeraan, 

pìerìempuan dan anak yang bìerhadapan dìengan hukum diskriminasi, 

pìerlindungan khusus dan masalah lainnya bidang p ìerlindungan pìerìempuan 

dan anak.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Haìdibaìh Zaìchraì Waìdjo aìnd othìers, ‘Pìenyìelìesaìiaìn Pìerkaìraì Anaìk Sìebaìgaìi Pìelaìkìu Daìn Korbaìn 

Ditinjaììu Daìri Asaìs Kìepìentingaìn Tìerbaìik Baìgi Anaìk’, Saìsi, 26.2 (2020), p. 201, 

doi:10.47268/saìsi.v26i2.306. 
27 Sidiaìpìerkaì kìemìenpppaì/ìunit-pìelaìksaìnaì-tìeknis-daììeraìh-pìerlindìungaìn-pìerìempìuaìn-daìn-aìnaìk 
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E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 bab ini memuat seluruh uraian yang 

akan diberikan guna membantu pembaca memahami konteks penelitian ini. 

Berikut tata cara penulisan yang digunakan dalam skripsi ini. 

I. PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, sejauh mana tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika 

penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi mengenai pengertian-pengertian umum tentang pokok 

bahasan dalam proses penyusunan penelitian hukum yang merupakan 

tinjauan bersifat teoritis sebagai dasar dalam penulisan penelitian yang 

diambil dari berbagai sumber. 

II. METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, 

termasuk pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan 

narasumber, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.  

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi deskripsi dan analisis hasil penelitian mengenai Analisis 

Yuridis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

kekerasan fisik dalam rumah tangga, kemudian bentuk perlindungan bagi 

anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dan hambatan apa saja 

dialami UPTD PPA Provinsi Lampung dalam melakukan perlindungan 

terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. 

IV. PENUTUP  

Bab ini menyajikan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang 

diajukan serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk 

perbaikan di masa yang akan  datang. 



 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Perlindungan Hukum  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, istilah perlindungan mengacu pada segala 

usaha yang bertujuan memberikan rasa aman kepada korban, yang dilakukan 

oleh keluarga, lembaga sosial, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau 

pihak lain berdasarkan keputusan pengadilan maupun secara sementara. 

Beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai perlindungan hukum. Satjipto 

Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah bìent ìuk pìengayoman 

tìerhadap hak asasi manìusia (HAM) yang dir ìugikan olìeh orang lain, yang 

dibìerikan mìelalìui hìukìum agar masyarakat dapat mìenikmati hak-haknya sìecara 

pìenìuh. Dìengan dìemikian, pìerlindìungan hìukìum mìerìupakan tindakan ataìu ìupaya 

hìukìum yang bìert ìujìuan mìembìerikan rasa aman, baik sìecara fisik maìupìun dari 

ancaman pihak manapìun, yang harìus dilaksanakan olìeh aparat pìenìegak hìukìum. 

Pìerlindìungan hìukìum jìuga dianggap sìebagai bìent ìuk pìelayanan wajib dari 

pìemìerintah ìunt ìuk mìenjamin rasa aman bagi sìetiap warga nìegara. Bìerdasarkan 

Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepìublik Indonìesia, nìegara mìemiliki tanggìung 

jawab pìenting dalam mìelindìungi hak asasi manìusia.28 Mìenìurìut Sìuwarto, 

pìerlindìungan hìukìum bìerarti sìubjìek hìukìum dibìerikan pìerlindìungan mìelalìui 

pìerangkat hìukìum yang bìersifat prìevìentif maìupìun rìeprìesif, baik yang t ìertìulis 

maìupìun tidak tìertìulis. Pìerlindìungan hìukìum mìencìerminkan fìungsi hìukìum dalam 

mìembìerikan kìeadilan, kìepastian, manfaat, kìetìertiban, dan kìedamaian. Soìekanto 

                                                             
28 Saìristhaì Naìtaìliaì, Pìerlindìungaìn Hìukìum Tìerhaìdaìp Saìksi daìn Korbaìn olìeh Lìembaìgaì Pìerlindìungaìn 

Saìksi daìn Korbaìn (LPSK), Lìex Crimìen, 2013. hlm. 56 

mìenambahkan bahwa pìerlindìungan hìukìum adalah sìegala ìusaha ìunt ìuk mìemìenìuhi 

hak dan
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mìenambahkan bahwa pìerlindìungan hìukìum adalah sìegala ìusaha ìunt ìuk mìemìenìuhi 

hak dan rìeprìesif, baik yang t ìertìulis maìupìun tidak tìertìulis. Pìerlindìungan hìuk ìum 

mìencìerminkan fìungsi hìukìum dalam mìembìerikan kìeadilan, kìepastian, manfaat, 

kìetìertiban, dan kìedamaian.29 Soìekanto mìenambahkan bahwa pìerlindìungan hìukìum 

adalah sìegala ìusaha ìunt ìuk mìemìenìuhi hak dan mìembìerikan bant ìuan gìuna 

mìenciptakan rasa aman bagi saksi dan korban, t ìermasìuk mìembìerikan kompìensasi, 

pìelayanan mìedis, rìestit ìusi, dan bant ìuan hìukìum sìebagai bìent ìuk pìerlindìungan 

masyarakat tìerhadap korban kìejahatan. Sìecara ìumìum, pìerlindìungan hìukìum adalah 

ìupaya ìunt ìuk mìelindìungi hak sìetiap orang agar mìendapatkan pìerlakìuan yang adil 

dan sìetara di dìepan hìukìum, sìerta mìembìerikan pìerlindìungan sìesìuai dìengan asas 

hìukìum bagi mìerìeka yang mìengalami pìelanggaran. 

Pìerlindìungan hìukìum mìemiliki t ìujìuan ìutama ìunt ìuk mìembìerikan rasa aman kìepada 

tiap-tiap individìu. Hal ini dapat tìerwìujìud mìelalìui bìerbagai bìent ìuk, sìepìerti rìestitìusi, 

kompìensasi, dan bant ìuan hìukìum. Tìujìuan dari pìerlindìungan ini adalah agar sìetiap 

individìu dapat mìenikmati sìelìurìuh hak nya yang diakìui olìeh hìukìum sìerta mìerasa 

tìerlindìungi dari ganggìuan fisik sìerta bìerbagai ancaman yang mìungkin bisa mìunc ìul 

kapan saja dan dari mana saja.30 

Pìerlindìungan hìukìum dapat bìersifat langsìung (konkrìet) maìupìun tidak langsìung 

(abstrak). Pìerlindìungan abstrak biasanya bìerìupa rasa pìuas ataìu kìepìuasan ìemosional 

yang dirasakan sìecara psikis. Sìedangkan pìerlindìungan konkrìet adalah pìerlindìungan 

yang nyata, baik bìerìupa mat ìeri sìepìerti kompìensasi, rìestit ìusi, pìembìebasan biaya 

hidìup dan pìendidikan, maìupìun non-mat ìeri sìepìerti pìembìebasan dari ancaman ataìu 

bìerita yang mìerìendahkan martabat sìesìeorang. 

Mìembìerikanpìerlindìungan hìukìum kìepada korban kìejahatan, tìerdapat bìebìerapa asas 

yang harìus dipìerhatikan. Asas manfaat bìerarti pìerlindìungan hìukìum tidak hanya 

mìembìerikan manfaat mat ìeri maìupìun non-mat ìeri kìepada korban, tìetapi jìuga 

bìerdampak positif bagi masyarakat lìuas dìengan mìengìurangi angka tindak pidana 

                                                             
29  Irmaì Sìetyowaìti, Aspìek Pìerlindìungaìn Hìukìum Anaìk, Erlaìnggaì, Baìndìung, 1996. hlm. 15 
30 Anissaì Raìhmaìwaìti daìn Otto Yìudiaìnto, 2023, “Pìengaìtìuraìn Pìembìeriaìn Rìestitìusi Daìlaìm 

Sìuaìtìu Tindaìk Pidaìnaì Pìembìun ìuhaìn (Stìudi Pìutìusaìn Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)”, Indonìesiaì 

Joìurnaìl of Laìw aìnd Sociaìl-Politicaìl Govìernaìncìe, Vol. 3, No. 2, hlm. 12. 
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dan mìenciptakan kìet ìertiban sosial. Asas kìeadilan mìenìegaskan bahwa pìerlindìungan 

tìerhadap korban tidak bìersifat mìutlak karìena harìus tìetap mìempìertimbangkan 

kìeadilan bagi pìelakìu tindak pidana. Asas kìesìeimbangan bìertìujìuan ìunt ìuk 

mìemìulihkan dan mìenjaga kìesìeimbangan dalam tatanan masyarakat mìenìujìu kondisi 

sìemìula. Sìedangkan asas kìepastian hìukìum mìenjadi landasan bagi aparat pìenìegak 

hìukìum dalam mìenjalankan tìugasnya mìembìerikan pìerlindìungan hìukìum kìepada 

korban kìejahatan.  

Pìerlindìungan hìukìum dapat diidìentifikasi sìebagai pìerlindìungan hìukìum apabila 

mìemìenìuhi bìebìerapa ìunsìur pìenting, diantaranya:  

a. Adanya pìerlindìungan dari nìegara tìerhadap warganya;  

b. Tìersìedianya jaminan kìepastian hìukìum;  

c. Adanya pìerhatian dari pìemìerintah tìerhadap hak-hak warga nìegara;  

d. Adanya sanksi bagi mìerìeka yang mìelanggar hìukìum. 

B. Tinjauan Umum Undang – Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga  

Mìenìurìut Undang-Undang No. 23 Tahìun 2004 tìentang Pìenghapìusan Kìekìerasan 

dalam Rìumah Tangga (PKDRT), korban adalah individ ìu yang mìengalami 

kìekìerasan ataìu ancaman kìekìerasan di dalam lingkìungan rìumah tangga.31 

Sìedangkan mìenìurìut Undang-Undang No. 13 Tahìun 2006 tìentang Pìerlindìungan 

Saksi dan Korban, korban diartikan sìebagai sìesìeorang yang mìendìerita sìecara fisik, 

mìental, dan/ataìu mìengalami kìerìugian ìekonomi akibat sìuatìu tindak pidana.32 

Pìenganiayaan dapat diartikan sìebagai tindakan yang dilakìukan olìeh individìu ataìu 

sìekìelompok orang yang mìenyìebabkan lìuka, kìematian, ataìu kìerìusakan fisik maìupìun 

barang milik orang lain. Dalam k ìehidìupan sìehari-hari, kìekìerasan biasanya 

dikaitkan dìengan pìerbìuatan yang sìengaja mìenyakiti, mìembìunìuh, ataìu mìempìerkosa 

orang lain, yang dikìenal sìebagai kìekìerasan langsìung (dirìect violìencìe).33 Namìun, 

kìekìerasan jìuga mìencakìup tindakan-tindakan sìepìerti mìembatasi, mìengìurangi, ataìu 

                                                             
31 Praìyìudi Gìusìe, Bìerbaìgaìi Aspìek-Aspìek Tindaìk Kìekìeraìsaìn Daìlaìm Rìumaìh Taìnggaì, Jaìkaìrtaì: Mìerkid 

Prìess, 2015. hlm. 193. 
32 Undaìng-Undaìng No 13 Taìhìun 2006, tìentaìng Pìerlindìungaìn Saìksi Daìn Korbaìn, baìb I Paìsaìl I 

(onlinìe) di https://www.komisiinformaìsi.go.id, diaìksìes paìdaì 2 Jìuni 2025 pìukìul 18.45 
33 Abìu Ahmaìdi, 2009, Psikologi Sosiaìl, Jaìkaìrtaì: Rinìekaì Ciptaì, hlm. 284. 
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mìenghilangkan hak asasi sìesìeorang, sìerta pìerbìuatan mìengintimidasi, mìemfitnah, 

ataìu mìenìeror. Bahkan, mìembiarkan ataìu mìenjìerìumìuskan sìesìeorang kìe dalam 

sit ìuasi kìekìerasan jìuga tìermasìuk dalam kat ìegori kìekìerasan tidak langsìung (indirìect 

violìencìe).34 

Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 23 Tahìun 2004 Tìentang Pìenghapìusan 

Kìekìerasan dalam rìumah Tangga (PKDRT), bahwa yang dimaksìud dìengan Korban 

Kìekìerasan dalam Rìumah Tangga (KDRT) adalah: “Sìetiap pìerbìuatan tìerhadap 

sìesìeorang tìerìutama pìerìemìuan, yang bìerakibat timbìulnya kìekìerasan ataìu 

pìendìeritaan sìecara fisik, sìeksìual, psikologis, ataìu pìenìelantaran Rìumah Tangga 

tìermasìuk ancaman ìunt ìuk mìelakìukan pìerbìuatan pìemaksaan ataìu pìerampasan 

kìemìerdìekaan sìecara mìelawan hìukìum dalam lingkìup rìumah tangga.” Unt ìuk 

mìengklasifikasikan ìuraian bìerdasarkan pìengìertan diatas, bahwa diantara yang 

tìermasìuk dalam lingkìup kìelìuarga mìenìurìut Undang–Undang Pìenghapìusan 

Kìekìerasan Dalam Rìumah Tangga Nomor 23 Tahìun 2004 adalah:  

a) Sìuami istri dan anak  

b) Orang-orang yang mìempìunyai hìubìungan kìelarga dìengan sìuami, istri, dan 

anak, karìena hìubìungan, pìerkawinan, pìersìusìun, pìengasìuhan, dan pìerwalian 

yang mìenìetap dalam rìumah tangga.  

c) Orang yang bìekìerja mìembant ìu rìuamah tangga dan mìenìetap dalam rìumah 

tangga tìersìebìut.  

 

Kìekìerasan dalam rìumah tangga (KDRT) dapat did ìefinisikan sìebagai sìegala bìent ìuk 

pìerilakìu ataìu tindakan yang dilakìukan olìeh anggota kìelìuarga, tìerìutama sìuami, 

tìerhadap anggota kìelìuarga lain, khìusìusnya istri ataìu ibìu rìumah tangga, yang 

mìelipìuti bìerbagai bìent ìuk sìepìerti pìerbìuatan dan pìerkataan kasar dìengan ancaman, 

kìekìerasan fisik, sìeksìual, ìemosional, dan ìekonomi. Kìekìerasan ini mìenyìebabkan 

Pìendìeritaan yang dialami korban dapat bìerìupa kìesakitan ataìu kìesìengsaraan, baik 

dalam bìentìuk fisik maìupìun mat ìeri, maìupìun dalam bìentìuk non-fisik sìepìerti 

ganggìuan psikologis.  

Pìenting ìunt ìuk dipahami bahwa KDRT mìembìerikan dampak yang sìeriìus dan 

mìerìugikan korban, baik dari sìegi fisik, psikologis, maìupìun ìekonomi. Olìeh karìena 

it ìu, tìujìuan pìenìelitian ini adalah ìunt ìuk mìempìerdalam pìemahaman mìengìenai pola-

                                                             
34 Ibid., hlm 284 
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pola kìekìerasan, faktor-faktor pìenyìebab, sìerta dampak yang dialami korban sìebagai 

korban KDRT, sìekaligìus mìengidìentifikasi ìupaya-ìupaya pìencìegahan dan 

pìenanganan kìekìerasan dalam rìumah tangga. 

Sìetiap korban kìekìerasan bìerhak mìendapatkan pìerlindìungan atas hak asasi manìusia 

dalam bìerbagai bidang, tìermasìuk sosial, politik, bìudaya, sipil, dan kìebìebasan 

lainnya. Hak-hak tìersìebìut mìencakìup bìerbagai aspìek yang harìus dijamin 

kìesìetaraannya bagi sìetiap individìu:  

1. Hak ìunt ìuk hidìup 

2. Hak atas kìesìetaraan 

3. Hak atas kìebìebasan dan pìerlindìungan kìeamanan pribadi. 

4. Hak mìemprolìeh pìerlindìungan yang sama di hadapan p ìublik. 

5. Hak ìunt ìuk tìerhindar dari sìegala bìent ìuk diskriminasi. 

Sìelain it ìu, nìegara bìerkìewajiban mìengambil langkah-langkah yang tìepat ìunt ìuk 

mìenghapìuskan sìegala bìent ìuk diskriminasi t ìerhadap pìerìempìuan dalam sìemìua aspìek 

kìehidìupan, tìermasìuk ìurìusan pìerkawinan. Hal ini diat ìur dalam Undang-Undang 

Rìepìublik Indonìesia Nomor 7 Tahìun 1984 t ìentang Pìengìesahan Konvìensi 

Pìenghapìusan Sìegala Bìentìuk Diskriminasi t ìerhadap Pìerìempìuan. Pasal 16 ayat C dan 

G mìenyatakan bahwa sìuami dan istri mìemiliki hak dan tanggìung jawab yang sìetara 

sìelama masa pìerkawinan maìupìun saat pìercìeraian, tìermasìuk hak pribadi yang sama 

tìerkait nama kìelìuarga, profìesi, dan jabatan. 

Sìebagai korban kìekìerasan dalam rìumah tangga, sìesìeorang jìuga mìemiliki hak dan 

kìewajiban yang harìus dipìenìuhi. Sìesìuai dìengan Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 

2004 tìentang Pìenghapìusan Kìekìerasan dalam Rìumah Tangga, hak-hak korban 

sìemakin dihormati dan dilindìungi. Pasal 10 mìengat ìur hak-hak korban sìebagai 

bìerikìut: 

a. Mìendapatkan pìerlindìungan dari kìelìuarga, kìepolisian, kìejaksaan, pìengadilan, 

advokat, lìembaga sosial, ataìu pihak lain, baik sìecara sìemìentara maìupìun 

bìerdasarkan kìepìut ìusan pìengadilan. 

b. Mìendapatkan pìelayanan kìesìehatan sìesìuai kìebìut ìuhan mìedis. 

c. Mìendapatkan pìenanganan khìusìus yang mìenjaga kìerahasiaan idìentitas korban. 

d. Mìendapatkan pìendampingan dari pìekìerja sosial dan bant ìuan hìukìum pada sìetiap 

tahap prosìes pìemìeriksaan sìesìuai pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan. 

ìe. Mìendapatkan pìelayanan bimbingan rohani. 
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Korban kìekìerasan dalam rìumah tangga bìerhak mìempìerolìeh prosìes pìemìulihan 

sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 39 Undang-Undang PKDRT. Prosìes pìemìulihan 

tìersìebìut tidak hanya bìerfokìus pada pìenyìembìuhan fisik, tìetapi jìuga mìencakìup 

pìemìulihan psikologis dan sosial korban agar dapat kìembali mìenjalani kìehidìupan 

sìecara normal. Pìelaksanaannya mìelibatkan bìerbagai pihak profìesional sìepìerti 

tìenaga kìesìehatan ìunt ìuk mìenangani kondisi mìedis korban, pìekìerja sosial ìuntìuk 

mìembìerikan pìendampingan sosial, r ìelawan pìendamping ìunt ìuk mìemastikan korban 

mìempìerolìeh aksìes tìerhadap layanan hìukìum, sìerta pìembimbing rohani ìunt ìuk 

mìembìerikan dìukìungan spirit ìual. Kìetìerlibatan bìerbagai ìunsìur ini mìenìunjìukkan 

bahwa pìemìulihan korban harìus dilakìukan sìecara tìerpadìu dan bìerkìelanjìutan. 

Pìendìekatan yang komprìehìensif t ìersìebìut bìertìujìuan ìuntìuk mìemìulihkan martabat 

korban sìekaligìus mìencìegah tìerjadinya dampak traìuma jangka panjang. 

Tìenaga kìesìehatan, tìermasìuk doktìer dan psikolog, mìemiliki pìeran pìenting dalam 

mìembìerikan pìerawatan mìedis dan psikologis. Mìerìeka tidak hanya mìenangani lìuka 

fisik akibat kìekìerasan, tìetapi jìuga mìelakìukan ìevalìuasi mìenyìelìurìuh t ìerhadap kondisi 

fisik dan mìental korban. Dìengan pìemahaman mìendalam t ìentang dampak psikologis 

kìekìerasan, mìerìeka dapat mìembìerikan pìengobatan dan t ìerapi yang dipìerlìukan ìunt ìuk 

mìembant ìu korban pìulih dari traìuma. 

Pìekìerja sosial mìembant ìu korban dalam mìengaksìes sist ìem dìukìungan dan layanan 

yang t ìersìedia. Mìerìeka mìembìerikan dìukìungan ìemosional ìunt ìuk mìembant ìu korban 

mìengatasi traìuma, sìerta mìembìerikan informasi mìengìenai hak-hak korban dan 

sìumbìer daya yang dapat dimanfaatkan. S ìelain it ìu, pìekìerja sosial jìuga mìembant ìu 

korban dalam prosìes administratif, sìepìerti pìengisian formìulir dan mìenghìubìungkan 

korban dìengan layanan hìukìum ataìu sosial yang dipìerlìukan. 

Rìelawan pìendamping bìerpìeran dalam mìembìerikan dìukìungan moral dan praktis, 

mìendampingi korban sìelama prosìes pìemìulihan dan mìembant ìu mìerìeka mìengaksìes 

layanan yang dibìut ìuhkan. Pìembimbing rohani jìuga mìembìerikan dìukìungan spirit ìual 

yang mìembant ìu korban dalam mìenghadapi kìesìulitan dan mìempìerkìuat kìetahanan 

mìentalnya. 
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Pìemìulihan korban KDRT mìerìupakan prosìes yang mìemìerlìukan wakt ìu dan 

dìukìungan bìerkìelanjìutan. Langkah-langkah pìemìulihan mìelipìuti pìengamanan diri, 

mìencari dìukìungan sosial, bìercìerita ìuntìuk mìelìepaskan bìeban ìemosional, mìenìulis 

sìebagai bìent ìuk ìeksprìesi, bìergabìung dìengan kìelompok pìendìukìung, sìerta 

mìendapatkan tìerapi profìesional dari psikolog ataìu psikiat ìer sìecara rìutin. Konsìeling 

psikologi jìuga pìenting ìunt ìuk mìembant ìu korban mìengatasi traìuma, mìembangìun 

kìembali harga diri, dan mìengìembangkan pola pikir positif gìuna mìendìukìung prosìes 

pìemìulihan jangka panjang. 

koordinasi antara bìerbagai pihak dan dìukìungan yang komprìehìensif, korban dapat 

mìenjalani prosìes pìemìulihan sìecara mìenyìelìurìuh, baik sìecara fisik, psikologis, sosial, 

maìupìun spirit ìual, sìehingga dapat kìembali mìenjalani kìehidìupan yang lìebih sìehat 

dan bìermartabat lìembaga ataìu organisasi yang mìenyìediakan bant ìuan jìuga bìerpìeran 

pìenting dalam mìembìerikan pìendampingan kìepada korban sìelama prosìes hìukìum 

apabila dipìerlìukan. Rìelawan pìendamping mìemiliki pìeran yang sangat bìerarti 

sìebagai individìu tìerlatih yang mìembìerikan dìukìungan moral dan praktis kìepada 

korban kìekìerasan dalam rìumah tangga.  

Mìerìeka tidak hanya mìenìemani korban sìecara langsìung, t ìetapi jìuga mìendìengarkan 

cìerita korban dìengan pìenìuh ìempati tanpa mìembìerikan pìenilaian. Kìehadiran 

rìelawan ini mìembìerikan sìemangat dan dorongan kìepada korban, mìembant ìu mìerìeka 

mìerasa didìengar, dipahami, sìerta tidak mìerasa sìendiri dalam mìenghadapi traìuma 

yang dialami. Sìelain it ìu, rìelawan pìendamping jìuga mìembant ìu korban mìendapatkan 

aksìes kìe bìerbagai layanan yang dibìut ìuhkan, sìepìerti layanan mìedis, bant ìuan hìukìum, 

ataìu konsìeling psikologis. Dìengan komitmìen mìembìerikan dìukìungan yang 

bìerkìelanjìutan dan tanpa syarat, rìelawan pìendamping mìenjadi bagian pìenting dari 

jaringan dìukìungan sosial yang mìembant ìu korban pìulih dan mìempìerolìeh 

pìerlindìungan yang dipìerlìukan. 

Prosìes pìemìulihan korban kìekìerasan dalam rìumah tangga tidak hanya sìebatas 

pìenyìembìuhan fisik, tìetapi jìuga mìencakìup aspìek psikologis, sosial, dan spirit ìual. 

Olìeh karìena it ìu, kìetìerlibatan bìerbagai pihak yang mìemiliki kìeahlian dan 

pìengalaman di bidangnya sangat pìenting. Dalam hal ini, tim yang tìerdiri dari tìenaga 
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mìedis, pìekìerja sosial, psikolog, konsìelor, dan pìemimpin spirit ìual dapat 

mìembìerikan dìukìungan sìecara mìenyìelìurìuh dan holistik kìepada korban.  

Mìerìeka tidak hanya mìembant ìu korban dalam mìengatasi traìuma yang dialami, t ìetapi 

jìuga dalam mìemìulihkan rasa pìercaya diri yang mìungkin t ìerpìengarìuh, mìempìerbaiki 

hìubìungan sosial yang tìerganggìu, sìerta mìempìerkìuat dimìensi spirit ìualitas dan 

kìesìejaht ìeraan mìental korban. Dìengan kìerja sama tim yang solid dan bìeragam, 

korban kìekìerasan dalam rìumah tangga dapat mìenìerima dìukìungan yang dibìutìuhkan 

ìunt ìuk mìemìulai hidìup barìu yang lìebih sìehat, sìejaht ìera, dan bìerdaya. Pìenyìebab 

kìekìerasan dalam rìumah tangga (KDRT) yang dialami olìeh sìetiap korban dapat 

bìerbìeda-bìeda. Mìenìurìut Straìuss A. Mìurray, dominasi laki-laki dalam strìuktìur sosial 

dan kìelìuarga mìenjadi faktor ìutama yang mìemìungkinkan t ìerjadinya kìekìerasan 

dalam rìumah tangga (marital violìencìe).35 

Fakta mìenìunjìukkan bahwa dalam masyarakat, laki-laki dan pìerìempìuan tidak sìelalìu 

dipìerlakìukan sìecara sìetara. Anggapan bahwa sìuami mìemiliki kìekìuasaan pìenìuh atas 

istri sìering mìenimbìulkan kìetidakadilan dalam hìubìungan pìernikahan. Dìengan 

pìemikiran sìepìerti ini, istri mìenjadi rìentan t ìerhadap pìenyalahgìunaan kìekìuasaan olìeh 

sìuami. Kìeyakinan bahwa sìuami bìerhak mìelakìukan apa saja tìerhadap istri, tìermasìuk 

mìelakìukan kìekìerasan jika istri dianggap mìelakìukan kìesalahan, mìenciptakan sit ìuasi 

di mana korban sìering kali tidak mìendapatkan pìerlindìungan ataìu aksìes kìeadilan. 

Kondisi ini mìenìegaskan pìentingnya ìupaya ìunt ìuk mìelawan pandangan patriarki 

yang mìerìugikan kìedìua bìelah pihak. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2004 tìentang PKDRT, tìercant ìum dalam Pasal 7, 

Pasal 8, Pasal 9 yait ìu: tindak kìekìerasan tìerhadap istri/sìuami/anak/sìubyìek dalam 

rìumah tangga dibìedakan kìedalam 4 (ìempat) macam: 

1) Kìekìerasan Fisik, adalah pìerbìuatan yang mìengakibatkan rasa sakit, jat ìuh sakit 

ataìu lìuka bìerat akibat pìenganiayaan maìupìun pìembìunìuhan.  

2) Kìekìerasan Psikis, adalah pìerbìuatan yang mìengakibatkan kìetakìutan, hilangnya 

rasa pìercaya diri, hilangnya kìemampìuan ìunt ìuk bìertindak, rasa tidak bìerdaya 

dan / ataìu pìendìeritaan psikis bìerat pada sìesìeorang, sìepìerti akibat pìengancaman, 

mìelarang istri bìergaìul, mìemisahkan istri dari anakanaknya dan 

                                                             
35 Mohaìmaìd Taììufik Maìkaìraìo, Lìetkol Sìus, Syaìifìul Azri, 2014, Hìukìum Pìerlindìungaìn Anaìk daìn 

Pìenghaìpìusaìn Kìekìeraìsaìn daìlaìm Rìumaìh Taìnggaì, Jaìkaìrtaì: Rinìekaì Ciptaì, hlm. 204-205. 
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komìentarkomìentar pìenghinaan yang mìerìendahkan ataìu mìelìukai harga diri 

pihak istri.  

3) Kìekìerasan Sìeksìual, mìelipìuti pìerbìuatan pìemaksaan hìubìungan sìeksìual, 

pìemaksaan hìubìungan sìeksìual dìengan cara tidak wajar dan/ataìu tidak disìukai, 

yang mìenìetap dalam lingkìup rìumah tangga, pìemaksaan hìubìungan sìeksìual 

dìengan orang lain ìunt ìuk tìujìuan komìersial dan/ataìu tìujìuan t ìertìent ìu, sìerta 

mìengisolasi istri dari kìebìut ìuhan batinnya.  

4) Pìenìelantaran Rìumah Tangga (Kìekìerasan Ekonomi) rìuanglingkìupnya mìelipìuti:  

a. Sìetiap orang yang mìemiliki kìewajiban sìecara hìukìum ataìu karìena 

pìersìetìujìuan ataìu pìerjanjian mìembìerikan kìehidìupan, pìerawatan, ataìu 

pìemìeliharaan kìepada orang tìersìebìut dalam lingkìup rìumah tangga, tìetapi 

mìengabaikan/ tidak mìelaksanakan kìewajibannya t ìersìebìut; 

b. Sìetiap orang yang mìengakibatkan kìetìergant ìungan ìekonomi dìengan cara 

mìembatasi dan/ataìu mìelarang ìunt ìuk bìekìerja yang layak di dalam ataìu di lìuar 

rìumah sìehingga korban bìerada di bawah kìendali orang t ìersìebìut. 

c. Sìedangkan tindakannya kìekìerasan ìekonomi sìepìerti: tidak mìembìeri nafkah, 

mìemanfaatkan kìet ìergant ìungan istri ìunt ìuk mìengontrol kìehidìupan istri, 

mìembiarkan istri bìekìerja yang kìemìudian pìenghasilan dikìuasai olìeh sìuami.  

Bìebìerapa bìent ìuk KDRT, tìerìutama sìecara psikis, sìeringkali mìelibatkan pìenggìunaan 

kata-kata ataìu pìerilakìu yang mìenakìutkan ìunt ìuk mìemanipìulasi dan mìengontrol 

korban dalam hìubìungan. Contohnya, pasangan dapat mìenggìunakan ancaman ìunt ìuk 

mìeninggalkan ataìu mìelìukai korban jika korban tidak mìemat ìuhi kìeinginan ataìu 

pìermintaan mìerìeka. Ancaman sìemacam ini dapat dilakìukan sìecara langsìung 

mìelalìui kata-kata yang mìengancam ataìu sìecara tidak langsìung mìelalìui sikap ataìu 

ìeksprìesi wajah yang mìenakìutkan.  

Ancaman t ìersìebìut mìenciptakan atmosfìer kìetìegangan dan kìetakìutan dalam 

hìubìungan, yang mìembìuat korban mìerasa t ìerjìebak dan takìut ìuntìuk mìenìentang 

pasangan mìerìeka. Korban sìering kali mìengalami pìerasaan tidak aman dan 

kìehilangan kìekìuatan, sìerta mìengalami strìes ìemosional yang bìerkìelanjìutan karìena 

tìerìus mìenìerìus harìus bìerhadapan dìengan ancaman tìersìebìut.  

Dampak psikologis dari KDRT psikis sìepìerti ini dapat sangat mìerìusak 

kìesìejaht ìeraan korban dalam jangka panjang. Mìerìeka mìungkin mìengalami 

pìenìurìunan harga diri, kìecìemasan yang mìeningkat, dan isolasi sosial kar ìena 

mìerìekamìungkin mìerasa sìulit ìunt ìuk mìencari dìukìungan ataìu kìelìuar dari hìubìungan  

yang tidak sìehat. Olìeh karìena it ìu, pìerlindìungan hìukìum yang ìefìektif dan dìukìungan 

psikologis yang t ìepat sangat pìenting bagi korban KDRT ìunt ìuk mìembant ìu mìerìeka 
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mìengatasi dampak traìumatis yang mìerìeka alami dan mìemìulihkan kìepìercayaan diri 

sìerta kìesìejaht ìeraan ìemosional mìerìeka.  

Contoh lain dari kìekìerasan dalam rìumah tangga (KDRT) psikis adalah p ìerzinahan, 

yang dapat mìemiliki dampak psikologis yang sìeriìus tìerhadap korban. Pìerzinahan 

tidak hanya dipandang sìebagai pìengkhianatan dalam hìubìungan, tìetapi jìuga dapat 

mìenyìebabkan kìerìusakan ìemosional yang signifikan bagi korban. Korban 

pìerzinahan sìering mìengalami ancaman tìerhadap stabilitas dan kìebahagiaan 

ìemosional mìerìeka. Mìerìeka mìungkin mìerasa tìerjìebak dalam sit ìuasi yang sìulit, di 

mana mìerìeka kìehilangan kìendali atas ìemosi dan kìeadaan hìubìungan mìerìeka. 

Manipìulasi ìemosional dari pihak yang bìersalah ataìu ancaman akan kìehilangan 

pasangan dapat mìeningkatkan tingkat strìes dan kìecìemasan korban.  

Aspìek-aspìek pìenting dari KDRT psikis dalam kont ìeks pìerzinahan mìelipìuti 

pìerasaan kìehilangan kontrol atas sit ìuasi, rasa takìut akan kìehilangan pasangan, dan 

kìetidakamanan dalam hìubìungan. Korban sìering kali mìengalami pìerasaan t ìerjìebak 

antara ingin mìempìertahankan hìubìungan dan mìengatasi dampak ìemosional yang 

ditimbìulkan olìeh pìengkhianatan tìersìebìut. Sìemìua ini mìerìupakan ciri-ciri yang 

mìenìunjìukkan adanya KDRT psikis kar ìena pìerzinahan tidak hanya mìenyìebabkan 

sakit hati ìemosional t ìetapi jìuga mìempìengarìuhi kìesìejaht ìeraan psikologis korban 

sìecara kìesìelìurìuhan.  

Pìenting ìunt ìuk mìemahami bahwa KDRT tidak sìelalìu tìerbatas pada kìekìerasan fisik 

tìetapi jìuga mìencakìup aspìek-aspìek psikologis sìepìerti yang diakibatkan olìeh 

pìerzinahan. Pìerlindìungan hìukìum dan dìukìungan psikologis yang kìuat sangat 

pìenting bagi korban pìerzinahan ìuntìuk mìembant ìu mìerìeka pìulih sìecara ìemosional 

dan mìengatasi dampak yang mìerìeka alami. Ini mìencìerminkan pìerlìunya pìendìekatan 

yang holistik dalam mìenangani kasìus KDRT, yang mìengakìui bìerbagai bìentìuk dan 

dampak kìekìerasan yang dapat tìerjadi dalam hìubìungan intim. 

C. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak  

Sìudìut pandang yìuridis, hìukìum positif Indonìesia mìendìefinisikan anak sìebagai orang 

yang bìelìum dìewasa (mindìerjarig), di bawah ìumìur (mindìerjarighìeid), ataìu di bawah 

pìengawasan wali (mindìerjarigìe ondìervoordij). Hìukìum positif Indonìesia tidak 
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mìemiliki standar bakìu yang ìunivìersal ìunt ìuk mìenìent ìukan batasan ìusia anak.36 

Sìecara yìuridis, statìus sìeorang anak mìenimbìulkan konsìekìuìensi hìukìum t ìerkait hak 

dan kìewajiban, sìepìerti kìekìuasaan orang tìua, pìengakìuan sah anak, dan pìenyangkalan 

anak. Bìerbagai Undang-Undang mìerìumìuskan pìengìertian anak sìebagai batasan 

ìunt ìuk pìerbìuatan, kìepìentingan, dan tìujìuan t ìertìent ìu. 37  

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 mìenyatakan bahwa nìegara, 

pìemìerintah, dan pìemìerintah daìerah mìenjamin pìerlindìungan, pìemìeliharaan, dan 

kìesìejaht ìeraan anak dìengan mìempìerhatikan hak dan kìewajiban orang tìua, wali, ataìu 

pihak yang bìertanggìung jawab sìecara hìukìum t ìerhadap anak. Undang-Undang 

mìembìerikan pìengìertian anak bìerdasarkan fìungsi dan kìedìudìukannya. Undang-

Undang Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang Pìerlindìungan Anak Pasal 1 ayat (1) 

mìendìefinisikan anak sìebagai sìesìeorang yang bìelìum bìerìusia 18 (dìelapan bìelas) 

tahìun, tìermasìuk anak yang masih dalam kandìungan.  

Sìudìut pandang psikologi, anak adalah individ ìu sìejak bayi hingga ìusia 18 tahìun. 

Usia 16-17 tahìun t ìermasìuk masa rìemaja awal, sìedangkan sìet ìelah it ìu sìesìeorang 

dianggap dìewasa. Pìerlindìungan hìukìum dan hak-hak anak mìerìupakan salah satìu 

pìendìekatan pìenting dalam mìelindìungi anak-anak di Indonìesia. Agar pìerlindìungan 

hak anak dapat tìerlaksana sìecara tìeratìur, tìertib, dan bìertanggìung jawab, dipìerlìukan 

pìeratìuran hìukìum yang sìelaras dìengan pìerkìembangan masyarakat Indonìesia, yang 

bìerlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang Pìerlindìungan Anak, hak-hak anak 

diat ìur dalam Pasal 4 hingga 18, yang mìencakìup hak ìunt ìuk hidìup, tìumbìuh, 

bìerkìembang, dan bìerpartisipasi sìecara wajar sìesìuai dìengan harkat dan martabat 

kìemanìusiaan. Anak jìuga bìerhak mìendapatkan nama sìebagai idìentitas, bìeribadah 

sìesìuai dìengan agamanya, mìengìetahìui siapa orang tìuanya, mìempìerolìeh pìelayanan 

kìesìehatan, mìendapatkan pìendidikan dan pìengajaran, didìengar pìendapatnya, sìerta 

mìempìerolìeh pìerlindìungan hìukìum. Sìelain it ìu, sìeorang anak bìerhak mìenìerima 

                                                             
36 Lilik Mìulyaìdi, Pìengaìdilaìn Anaìk di IndonìesiaìTìeori Praìktik Daìn Pìermaìsaìlaìhaìnnyaì, Maìndaìr Maìjìu, 

Baìndìung, 2005, hlm 3-4 
37 Naìndaìng Saìmbaìs, Pìeraìdilaìn Pidaìnaì Anaìk Di Indonìesiaì Daìn Instrìumìen Intìernaìtionaìl 

Pìerlombaìngaìn Anaìk Sìertaì Pìenìeraìpaìnnyaì.hlm 4 
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pìerlindìungan dan kasih sayang dari kìedìua orang tìuanya, karìena dari kasih sayang 

tìersìebìut anak dapat mìengìembangkan karaktìer dirinya dan mìerasakan kìenyamanan 

mìelalìui cinta yang dibìerikan olìeh orang tìua.  

Konstit ìusi Undang-Undang 1945, Pasal 28B, ayat (2) mìenyatakan lantaran "Sìetiap 

kìetìurìunan bìerhak atas kìelangsìungan hidìup, tìumbìuh sìerta bìerkìembang, sìerta 

mìendapati pìerlindìungan mìelalìui kìekìejian sìerta diskriminasi." Sìelain it ìu, disìebìutkan 

lantaran "Fakir Miskin sìerta kìetìurìunan tìerlantar dipìelihara olìeh nìegara". Undang-

Undang No. 4 Tahìun 1979 t ìentang Kìemaslahatan Anak, sìerta dipìerkìuat olìeh 

Konvìensi Hak kìet ìurìunan Tahìun 1989, diratifikasi olìeh Kìepprìes 36 Tahìun 1996. 

Sìetìelah Undang-Undang No.3 Tahìun 1997 tìentang Pìengadilan Anak, sìerta 

mìenyandangi kìelìemahansìudah mìenarik pìerhatian pìublik, Undang-Undang No.11 

Tahìun 2012 tìentang Sist ìem Pìeradilan Pidana kìetìurìunan mìengìubah Pìeradilan Anak. 

Tambahan pìula, pada Tahìun 2002, Undang-Undang No. 35 Tahìun 2014 tìentang 

Pìerlindìungan kìet ìurìunan disahkan sìerta sìecara tidak langsìung mìengakomodasi 

Prinsip-Prinsip Hak kìet ìurìunan Sìebagaimana diat ìur pada Konvìensi Hak Anak. 

Undang-Undang ini mìenìetapkan ìempat prinsip ìumìum bagi pìerlindìungan anak, sìerta 

mìerìupakan dasar bagi tindakan sìerta diambil olìeh sìetiap nìegara pada mìelindìungi 

anak. Bìebìerapa prinsip ìumìum t ìersìebìut tìermasìuk : 

1. Mìenìurìut prinsip non diskriminasi, sìemìua hak yang tìercant ìum dalam Konvìensi 

Hak Anak (KHA) har ìus dibìerikan kìepada sìemìua anak, tanpa mìembìedakan 

mìerìeka. 

2. Prinsip Kìepìentingan Tìerbaik Bagi Anak (Bìest Intìerìest of thìe Child) 

mìengingatkan  sìemìua  pìenyìelìenggara  pìerlindìungan  anak  bahwa kìepìentingan 

masa dìepan anak harìus mìenjadi bagian dari pìengambilan kìepìutìusan, bìukan 

ìukìuran orang dìewasa ataìu kìepìentingan orang dìewasa. Ukìuran kìepìentingan 

anak tidak sìelalìu sìesìuai dìengan ìukìuran orang dìewasa. Orang dìewasa mìungkin 

bìermaksìud mìembant ìu dan mìembant ìu, tìetapi yang sìebìenarnya mìenghancìurkan 

masa dìepan anak. 

3. Prinsip Hak Hidìup, Kìelangsìungan Hidìup, dan Pìerkìembangan (Hak Hidìup, 

Kìelangsìungan Hidìup, dan Masa Pìerkìembangan) Nìegara harìus mìemastikan 

bahwa sìetiap anak mìemiliki hak hidìup, bìukan dibìerikan olìeh nìegara ataìu 

individìu tìertìent ìu. Untìuk mìenjamin hak hidìup tìersìebìut, nìegara harìus 
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mìenyìediakan lingkìungan yang aman, sarana dan prasarana yang mìemadai, dan 

aksìes ìunt ìuk sìetiap anak ìunt ìuk mìemìenìuhi kìebìutìuhan dasar mìerìeka. Bìebìerapa 

diskìusi sìebìelìumnya tìentang hak- hak anak jìuga mìembahas prinsip ini. 

4. Prinsip Pìenghargaan Tìerhadap Pìendapat Anak (Rìespìect for thìe Childrìen's 

Viìews) mìenyatakan bahwa anak-anak mìemiliki kìemandirian. Olìeh karìena it ìu, 

dia tidak hanya dapat dilihat sìebagai orang yang lìemah, mìenìerima, dan pasif; 

sìebaliknya, dia dapat dilihat sìebagai individìu yang mandiri dìengan 

pìengalaman, kìeinginan, imajinasi, obsìesi, dan aspirasi yang bìerbìeda dìengan 

orang dìewasa. Pìerlindìungan hak anak sangat pìenting karìena pìelanggaran hak 

anak sìebìenarnya mìelanggar Hak Asasi Manìusia. Pìelanggaran hak anak dapat 

mìenghalangi kìelangsìungan  hidìup dan pìertìumbìuhan anak. Dìengan dìemikian, 

dapat disimpìulkan bahwa pìerspìektif pìerlindìungan hak anak adalah 

mìengìutamakan anak. 

Mìenìurìut Hadi Sìupìeno, prinsip pìerlindìungan anak mìenìegaskan bahwa anak 

mìembìut ìuhkan kìetìerlibatan bìerbagai pihak dalam pìemìenìuhan hak-haknya dan 

pìerlindìungan dari sìegala bìent ìuk ancaman. Orang t ìua ataìu kìelìuarga bìerpìeran sìebagai 

pìendidik pìertama dan ìutama dìengan mìembìerikan kasih sayang, pìengasìuhan, 

pìerlindìungan fisik maìupìun psikis, sìerta mìemastikan tìerpìenìuhinya kìebìut ìuhan dasar 

anak sìepìerti pangan, kìesìehatan, pìendidikan, dan rasa aman. Masyarakat t ìurìut 

bìerkontribìusi dìengan mìenciptakan lingkìungan yang kondìusif, aman, sìerta bìebas 

dari kìekìerasan dan diskriminasi, sìekaligìus mìenjadi pìengawas sosial yang 

mìelindìungi anak dari pìengarìuh bìurìuk sìepìerti narkoba, ìeksploitasi, dan tindak 

kriminal. Pìemìerintah mìemiliki tanggìung jawab dalam mìelaksanakan kìebijakan, 

mìenyìediakan layanan pìublik di bidang kìesìehatan, pìendidikan, maìupìun sosial, sìerta 

mìemastikan adanya sarana dan prasarana yang mìendìukìung tìumbìuh kìembang anak, 

tìermasìuk pìerlindìungan hìukìum dan layanan rìehabilitasi bagi anak korban kìekìerasan. 

Sìemìentara it ìu, nìegara bìerpìeran sìebagai pìembìuat rìegìulasi yang mìenjamin 

tìerpìenìuhinya hak-hak anak, sìekaligìus sìebagai pìengìemban kìewajiban int ìernasional 

dalam mìelaksanakan Konvìensi Hak Anak, dìengan mìemastikan adanya kìepastian 

hìukìum, pìerlindìungan khìusìus, sìerta kìebìerlangsìungan sist ìem pìerlindìungan anak 

mìelalìui pìerangkat pìerìundang-ìundangan. Dìengan dìemikian, pìerlindìungan anak 

hanya dapat tìerwìujìud apabila tìerdapat sinìergi antara kìelìuarga, masyarakat, 
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pìemìerintah, dan nìegara yang saling mìelìengkapi dìemi mìenjamin anak dapat hidìup, 

tìumbìuh, bìerkìembang, bìerpartisipasi, dan t ìerlindìungi dari bìerbagai ancaman.38 

D. Teori Faktor Hambatan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Korban Kekerasan 

Pìerlindìungan anak dibìent ìuk dìengan tìujìuan ìunt ìuk mìenjamin t ìerpìenìuhinya 

kìebìut ìuhan anak sìupaya dapat hidìup, tìumbìuh, bìerkìembang, dan bìerpartisipasi sìecara 

optimal sìesìuai dìengan harkat dan martabat k ìemanìusiaan, sìerta mìendapat 

pìerlindìungan dari kìekìerasan dan diskriminasi dìemi t ìerwìujìudnya anak yang 

bìerkìualitas, bìerakhlak mìulia dan sìejaht ìera.39 

Pìelaksanaan pìembìerian pìerlindìungan hìukìum t ìerhadap anak yang mìenjadi korban 

kìekìerasan masih bìelìum maksimal kar ìena masih t ìerdapat hambatan-hambatan yang 

dihadapi olìeh para aparat pìenìegak hìukìum dan dinas tìerkait. Hambatan-hambatan 

yang dihadapi olìeh para aparat pìenìegak hìukìum maìupìun dinas-dinas t ìerkait 

dikarìenakan bìebìerapa faktor dari int ìernal maìupìun ìekst ìernal dari sìetiap instansi.40 

Hambatan int ìernal mìerìupakan hambatan yang bìerasal dari dalam aparat pìenìegak 

hìukìum maìupìun dinas-dinas tìerkait.41 Ada bìebìerapa hambatan int ìernal yang 

dihadapi olìeh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas P ìengìendalian Pìendìudìuk, Kìelìuarga 

Bìerìencana, Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak, dalam pìelaksanaan 

pìerlindìungan hìukìum t ìerhadap anak korban kìekìerasan, yait ìu kìetìerbatasan sìumbìer 

daya manìusia (SDM), kìetìerbatasan anggaran dari pìemìerintah, dan kìurangnya 

fasilitas dalam mìelindìungi korban kìekìerasan ìutamanya anak di bawah ìumìur. 

Sìelanjìutnya, hambatan ìekst ìernal mìerìupakan hambatan yang bìerasal dari lìuar aparat 

pìenìegak hìukìum maìupìun dinas t ìerkait.42 Dalam hal ini, ada bìebìerapa hambatan 

ìekst ìernal yang dihadapi olìeh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas P ìengìendalian 

                                                             
38 Fraìnciscaì Novitaì Elìeaìnoraì, 2020, Pidaìnaì Pìenjaìraì daìn Haìk-Haìk Anaìk, Faìkìultaìs Hìukìum 

Univìersitaìs MPU Taìntìulaìr, Vol. 4, No. 1, hlm. 63. 
39 Rikaì Saìraìswaìti, I-lìukìum Pìerlindìung Anaìk di Indonìesiaì, Baìndìung: Pìen ìerbit Citraì Adityaì Baìkti, 

2015, hlm.15. 
40 Ni Maìdìe Daìrmaìkaìnti ,dkk, “Pìenaìngaìnaìn aìnaìk korbaìn kìekìeraìsaìn”, E-Joìurnaìl Komìunikaìsi 

Yìustisiaì Univ. Pìendidikaìn Gaìnìeshaì Prog. Stìudi Ilmìu Hìukìum, Vol 5 No. 2, 2022, hlm. 7. 
41 Triwaìhyìuningsih, Sìusaìni. “Pìerlindìungaìn Daìn Pìenìegaìkaìn Haìk Asaìsi Maìnìusiaì (HAM) Di 

Indonìesiaì.” Lìegaìl Staìnding : Jìurnaìl Ilmìu Hìukìum 2, no. 2 (2018): 115 
42 Waìdong, Maììulaìnaì Haìsaìn, Pìengaìntaìr Advokaìsi Daìn Pìerlindìungaìn Anaìk, Graìsindo: Jaìkaìrtaì, 2000, 

hlm. 
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Pìendìudìuk, Kìelìuarga Bìerìencana, Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan 

Anak, dalam pìelaksanaan pìerlindìungan hìukìum t ìerhadap anak korban kìekìerasan , 

yait ìu bìerìupa hambatan dalam mìenggali informasi pada korban k ìekìerasan sìeksìual, 

orang tìua korban yang kìurang mìempìerjìuangkan hak anaknya akibat lamanya prosìes 

hìukìum yang dilalìui, sìerta masyarakat yang ìenggan pìedìuli dan mìengìetaìui dampak 

dari tindak kìekìerasan tìersìebìut. 

Faktor pìenghambat dalam pìelaksaan pìerlindìungan hìukìum t ìerhadap anak yang 

mìenjadi korban kìekìerasan tìerjadi karìena bìebìerapa faktor, yait ìu :  

a. kìurangnya sìumbìer daya manìusia;  

b. kìurangnya anggaran biaya olìeh pìemìerintah; 

c. fasilitas yang bìelìum mìemadai;  

d. korban yang sìulit dimintai kìet ìerangan ataìu informasi karìena korban masih 

mìerasa takìut, malìu, dan traìuma; 

e. kìelìuarga korban ataìu kìerabat yang minim dalam mìembìerikan pìendidikan 

sìeksìual sìejak dini dan  

f. masyarakat tidak maìu mìembìerikan kìesaksian dalam pìemìeriksaan di 

kìepolisian ataìupìun di pìengadilan karìena takìut bìerhadapan dìengan hìukìum.43 

Tìerìus mìeningkatnya kasìus kìekìerasan t ìerhadap pìerìempìuan dan banyakanya korban 

yang bìelìum mìendapatkan kìeadilan mìenìunjìukan bahwa pìemìerintah bìelìum bìerhasil 

dalam mìenangani kasìus kìekìerasan dan mìembìerikan pìerlindìungan hìukìum t ìerhadap 

anak korban kìekìerasan. Pìenghapìusan kìekìerasan tìerhadap pìerìempìuan tìelahmìenjadi 

masalah yang komplìeks karìena bìermacam faktor individìual, ìekonomi, sosial, 

agama, politik, dan bìudaya yang saling bìerint ìeraksi dalam kasìus kìekìerasan 

tìerhadap pìerìempìuan.44 Dalam ìupaya mìengatasi kasìus kìekìerasan dan pìembìerian 

pìerlindìungan hìukìum t ìerhadap korban kìekìerasant ìerdapat hambatan-hambatan yang 

mìenyìebabkan kìegagalan. 

1. Banyaknya kasìus kìekìerasan yang tidak dilaporkankìepada pihak bìerwajib.45  

a. Rìendahnya kìesadaran korban ìunt ìuk mìelaporkan tindak kìekìerasan yang 

dialaminya. Sìeorang pìerìempìuan mìenjadi korban KDRT akan t ìetapi, para 

pìerìempìuan sìering tidak mìenyadari bahwa dirinya tìelah mìengalami tindak 

kìekìerasan karìena mìeskipìun mìengalami kìekìerasan olìeh sìuaminya dan ingin 

kìekìerasan tìersìebìut dihìentikan, hal t ìersìebìut bìukanlah sìesìuat ìu yang mìudah 

                                                             
43 Naìndaìng Mìulyaìnaì ,dkk, Op.Cit 
44 Saìpaìrinaìh Saìdli, Bìerbìedaì Tìetaìi Sìetaìraì, (Jaìkaìrtaì: PT Kompaìs Mìediaì Nìusaìntaìraì, 2010), hlm. 301. 
45 Miaì Amaìliaì, 2011, Kìekìeraìsaìn Pìerìempìuaìn Daìlaìm Pìerspìektif Hìukìum daìn Sosiokìultìuraìl, Jìurnaìl 

Waìwaìsaìn Hìukìum,Vol. 25, no. 2, hlm. 404. 
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bagi pìerìempìuan ìunt ìuk mìemìut ìus mata rantai kìekìerasan, karìena 

dikonstrìuksikan ìunt ìuk mìenjadi istri yang baik.  

b. Kìetakìutan korban ìunt ìuk mìelapor karìena mìendapat ancaman dari pìelakìu. 

c. Kìelìuarga mìenganggap kasìus kìekìerasan tìerìutama kìekìerasan sìeksìual 

mìerìupakan sìebìuah aib yang harìus dit ìut ìupi  

d. Masyarakat yang mìelihat kasìus kìekìerasan tidak maìu mìenjadi saksi 

 

2. Kìurangnya dana dari pìemìerintah.  

3. Dalam mìembangìun fasilitas ìunt ìuk korban kìekìerasan baik sìecara fisik maìupìun       

psikis.  

4. Kìetidakpìercayaan masyarakat tìerhadap pìemìerintah dalam hal mìengatasi kasìus 

kìekìerasan dan mìembìerikan pìerlindìungan hìukìum tìerhadap pìerìempìuan korban 

kìekìerasan.  

5. Aparat pìenìegak hìukìum kìurang sigap dalam mìenangani kasìus kìekìerasan 

tìerhadap pìerìempìuan.  

Bìerdasarkan ìuraian di atas, dalam mìembìerikan pìerlindìungan hìukìum t ìerhadap 

pìerìempìuan korban kìekìerasan masih ada hambatan yang har ìus sìegìera disìelìesaikan. 

Tantangan dalam mìelaksanakan pìerlindìungan tìerhadap korban kìekìerasan pìerlìu 

sìegìera diatasi olìeh pìemìerintah dìengan mìeningkatkan kìerjasama bìersama 

masyarakatagar korban yang mìengalami kìekìerasan bìerani ìunt ìuk mìelaporkan 

kìejadian yang dialaminya dan g ìuna mìembìerikan pìerlindìungan hìukìum t ìerhadap 

korban agar mìerasa aman dari sìegala bìent ìuk ancaman kìekìerasan baik sìecara fisik 

maìupìun psikis.46 

E. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan  

Tìeori pìerlindìungan hìukìum tìerhadap anak korban kìekìerasan bìerpijak pada 

pandangan bahwa anak adalah sìubjìek hìukìum yang mìembìut ìuhkan pìerhatian dan 

pìerlindìungan khìusìus dari nìegara maìupìun masyarakat. Bìerdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang Pìerlindìungan Anak, khìusìusnya Pasal 59, 

dit ìegaskan bahwa anak yang mìengalami kìekìerasan fisik maìupìun psikis bìerhak 

mìempìerolìeh pìerlindìungan khìusìus bìerìupa pìenanganan mìedis yang cìepat dan 

rìehabilitasi, pìendampingan psikososial, bant ìuan sosial bagi kìelìuarga yang kìurang 

mampìu, sìerta pìerlindìungan dan pìendampingan hìukìum dalam prosìes pìeradilan. 

                                                             
46 Andrìew Lionìel Laììurikaì, Pìerlindìungaìn HìukìumTìerhaìdaìp Korbaìn Tindaìk Pidaìnaì Kìekìeraìsaìn 

Daìlaìm Rìumaìh Taìnggaì, Lìex Crimìen, Vol. V, No. 2, 2016, hlm. 34. 
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Sìelain it ìu, tìeori viktimologi tìurìut mìenjadi landasan dìengan mìenìekankan bahwa 

anak sìebagai korban har ìus mìendapat pìerlindìungan hìukìum ìunt ìuk mìengìurangi 

traìuma dan dampak bìurìuk lainnya, sìehingga tidak mìenghambat prosìes tìumbìuh 

kìembangnya. Prinsip ìutama yang dit ìekankan dalam tìeori ini adalah pìemìenìuhan hak 

anak ìunt ìuk hidìup, tìumbìuh, bìerkìembang, bìerpartisipasi, sìerta tìerlindìungi dari sìegala 

bìent ìuk kìekìerasan dan diskriminasi.47 

Pìerlindìungan dapat dipahami sìebagai ìupaya yang mìencakìup bìerbagai tindakan, 

baik sìecara langsìung maìupìun tidak langsìung, ìunt ìuk mìencìegah ancaman yang dapat 

mìembahayakan anak, baik sìecara fisik maìupìun psikis.48 Mìenìurìut Wiyono, 

pìerlindìungan mìerìupakan bìent ìuk pìelayanan yang wajib dibìerikan olìeh aparat 

pìenìegak hìukìum maìupìun aparat kìeamanan gìuna mìenjamin rasa aman, baik sìecara 

jasmani maìupìun rohani. 49 Adapìun dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 

35 Tahìun 2014 tìentang Pìerlindìungan Anak, pìerlindìungan anak dimaknai sìebagai 

sìelìurìuh aktivitas yang dit ìujìukan ìunt ìuk mìenjamin sìerta mìelindìungi anak bìesìerta 

hak-haknya agar dapat hidìup, tìumbìuh, bìerkìembang, dan bìerpartisipasi sìecara 

optimal sìesìuai harkat sìerta martabat kìemanìusiaannya, sìekaligìus mìempìerolìeh 

pìerlindìungan dari bìerbagai bìent ìuk kìekìerasan maìupìun diskriminasi. 

Mìenìurìut Arif Gosita, pìerlindìungan anak mìerìupakan ìupaya ìunt ìuk mìemastikan anak 

dapat mìenjalankan hak sìekaligìus kìewajibannya. Pada hakikatnya, pìerlindìungan 

tìerhadap hak-hak anak bìerkaitan ìerat dìengan kìetìent ìuan yang diat ìur dalam pìerat ìuran 

pìerìundang-ìundangan. Bìerbagai kìebijakan, langkah, dan kìegiatan yang dit ìujìukan 

ìunt ìuk mìenjamin t ìerpìenìuhinya pìerlindìungan anak didasarkan pada pìertimbangan 

bahwa anak mìerìupakan kìelompok yang rìentan dan bìergantìung pada orang lain. 

Sìelain it ìu, tìerdapat pìula anak-anak yang mìenghadapi hambatan dalam prosìes 

                                                             
47 Tìegaìr Sìukmaì Waìhyìudi aìnd Toto Kìushaìrtono, ‘Pìerlindìungaìn Hìukìum Tìerhaìdaìp Haìk Anaìk Yaìng 

Mìenjaìdi Korbaìn Pìerlaìkìuaìn Tindaìk Kìekìeraìsaìn Daìlaìm Rìumaìh Taìnggaì Dihìubìungkaìn Dìengaìn 

Undaìng-Undaìng Nomor 35 Taìhìun 2014 Tìentaìng Pìerìubaìhaìn Ataìs Undaìng-Undaìng Nomor 23 

Taìhìun 2002 Tìentaìng Pìerlindìungaìn Anaìk’, Jìurnaìl Diaìlìektikaì Hìukìum, 2.1 (2020), pp. 57–82, 

doi:10.36859/jdh.v2i1.510. 
48 Wiyono, Sistìem Pìeraìdilaìn Pidaìnaì Anaìk Di Indonìesiaì, (Jaìkaìrtaì: Sinaìr Graìfikaì, 2016), hlm. 

27. 
49 Wiyono, Pìengaìdilaìn Haìk Asaìsi Maìnìusiaì di Indonìesiaì, (Jaìkaìrtaì: Kìencaìnaì Prìenaìdaì 

Mìediaì Groìup, 2006), hlm. 98. 
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pìertìumbìuhan dan pìerkìembangannya, baik sìecara fisik, psikis, maìupìun sosial, 

sìehingga mìembìut ìuhkan pìerlindìungan khìusìus.50 

Pìerkìembangan dapat dipahami sìebagai rangkaian pìerìubahan yang bìersifat 

progrìesif, yang tìerjadi akibat prosìes kìematangan sìerta pìengalaman. Mìenìurìut Van 

dìen Daìelìe (dalam Hìurlock, 1980: 2), pìerkìembangan mìerìupakan pìerìubahan yang 

bìersifat kìualitatif. Artinya, pìerkìembangan tidak hanya bìerkaitan dìengan 

pìertambahan ìukìuran tìubìuh, sìepìerti tinggi dan bìerat badan, ataìu pìeningkatan 

kìemampìuan sìemata, mìelainkan mìencakìup prosìes int ìegrasi dari bìerbagai strìuktìur 

dan fìungsi yang komplìeks. Olìeh karìena it ìu, dalam kont ìeks pìendidikan, pìendidik 

pìerlìu mìemahami prosìes pìerkìembangan yang dialami pìesìerta didik, apakah mìerìeka 

mìengalami kìemajìuan ataìu jìustrìu mìenghadapi hambatan dalam pìerkìembangannya.51 

Tìerdapat bìebìerapa hal yang pìerlìu dipìerhatikan mìengìenai pìerlindìungan anak 

bìerhìubìungan dìengan hal-hal yang harìus didapatkan olìeh anak, yait ìu:  

1. Lìuas lingkìup pìerlindìungan :  

a. Pìerlindìungan yang pokok mìelipìuti antara lain yait ìu sandang, pangan, 

pìemìukiman, pìendidikan, kìesìehatan dan hìukìum.  

b. Mìelipìuti hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.  

c. Mìengìenai pìula pìenggolongan kìepìerlìuan yang primìer dan sìekìundìer yang 

bìerakibat pada prioritas pìemìenìuhannya.  

2. Jaminan pìelaksanaan pìerlindìungan : 

a. Sìewajarnya ìunt ìuk mìencapai hasil yang maksimal p ìerlìu ada jaminan 

tìerhadap pìelaksanaan kìegiatan pìerlindìungan ini, yang dapat dikìetahìui, 

dirasakan olìeh pihak-pihak yang tìerlibat dalam kìegiatan pìerlindìungan.  

b. Sìebaiknya jaminan ini dit ìuangkan dalam sìuatìu pìeratìuran t ìertìulis baik 

dalam bìentìuk ìundang-ìundang ataìu pìeratìuran daìerah, yang pìerìumìusannya 

sìedìerhana tìetapi dapat dipìertanggìungjawabkan sìerta disìebarlìuaskan sìecara 

mìerata dalam masyarakat.  

                                                             
50 Maìidin Gìultom, Pìerlindìungaìn Hìukìum Tìerhaìdaìp Anaìk daìlaìm Sistìem Pìeraìdilaìn Pidaìnaì Anaìk di 

Indonìesiaì (Baìndìung: Rìefikaì Aditaìmaì, 2006), hlm.27–30 
51 Achmaìd Jìuntikaì Nìurihsaìn, Dinaìmikaì Pìerkìembaìngaìn Anaìk & Rìemaìjaì, (Baìndìung: PT 
Rìefikaì Aditaìmaì, 2013), hlm. 1. 
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c. Pìeratìuran harìus disìesìuaikan dìengan kondisi dan sitìuasi di Indonìesia tanpa 

mìengabaikan cara-cara pìerlindìungan yang dilakìukan di nìegara lain, yang 

patìut dipìertimbangkan dan ditir ìu (pìenirìuan yang kritis).52 

Pìerlindìungan anak mìerìupakan sìegala bìent ìuk ìupaya yang dilakìukan ìunt ìuk 

mìenciptakan kondisi yang mìemìungkinkan sìetiap anak dapat mìenjalankan hak dan 

kìewajibannya dìemi mìendìukìung pìert ìumbìuhan dan pìerkìembangan yang wajar, baik 

sìecara fisik, mìental, maìupìun sosial. Pìerlindìungan ini mìencìerminkan wìujìud 

kìeadilan dalam masyarakat, sìehingga pìerlìu diìupayakan pada bìerbagai aspìek 

kìehidìupan bìerbangsa dan bìermasyarakat. Sìetiap kìegiatan pìerlindìungan anak 

mìemiliki konsìekìuìensi hìukìum, baik yang bìerkaitan dìengan hìukìum t ìertìulis maìupìun 

tidak tìertìulis, di mana hìukìum bìerfìungsi sìebagai jaminan bagi pìelaksanaannya. 

Mìenìurìut Arif Gosita, kìepastian hìukìum sangat pìenting ìunt ìuk mìenjamin 

kìebìerlangsìungan ìupaya pìerlindìungan anak sìekaligìus mìencìegah tìerjadinya 

pìenyimpangan yang dapat mìenimbìulkan dampak nìegatif. Pìelaksanaan 

pìerlindìungan anak harìus dilakìukan sìecara rasional, bìertanggìung jawab, dan 

bìermanfaat, sìehingga mìencìerminkan ìusaha yang ìefìektif sìerta ìefisiìen. Namìun, 

ìupaya pìerlindìungan tìersìebìut tidak bolìeh mìenimbìulkan dampak yang jìustrìu 

mìematikan inisiatif, kr ìeativitas, sìerta mìenìumbìuhkan kìet ìergant ìungan bìerlìebihan 

pada orang lain. Hal ini pìenting agar anak t ìetap mìemiliki kìemampìuan dan kìemaìuan 

dalam mìenggìunakan hak-haknya sìerta mìelaksanakan kìewajibannya sìecara 

mandiri.53 

Pìerlindìungan anak mìembìerikan manfaat tidak hanya bagi anak it ìu sìendiri, t ìetapi 

jìuga bagi orang tìua dan pìemìerintah. Olìeh karìena it ìu, dipìerlìukan koordinasi sìerta 

kìerja sama dalam pìenyìelìenggaraan pìerlindìungan anak agar tidak tìerjadi 

kìetidaksìeimbangan dalam pìelaksanaannya sìecara mìenyìelìurìuh. Upaya pìerlindìungan 

anak dapat dilaksanakan dìengan dìua cara, yait ìu sìecara langsìung maìupìun tidak 

langsìung.Pìerlindìungan sìecara langsìung bìerarti kìegiatan yang dit ìujìukan langsìung 

kìepada anak sìebagai pihak yang mìenjadi sasaran ìutama. Bìent ìuknya dapat bìerìupa 

                                                             
52 Maìidin Gìultom, op. cit., hlm. 35 
53 Ibid. 
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mìelindìungi anak dari ancaman int ìernal maìupìun ìekstìernal, mìembìerikan pìendidikan, 

pìembinaan, pìendampingan, sìerta mìenyìediakan sarana pìengìembangan diri. 

Sìemìentara it ìu, pìerlindìungan sìecara tidak langsìung adalah ìupaya yang tidak 

langsìung mìenyasar anak, mìelainkan dit ìujìukan kìepada pihak-pihak lain yang 

bìerpìeran dalam prosìes pìerlindìungan. Misalnya, orang t ìua ataìu pihak t ìerkait yang 

bìerìupaya mìencìegah bìerbagai ancaman tìerhadap anak, mìengasìuh, mìembina, 

mìendampingi, mìemastikan pìemìenìuhan kìebìut ìuhan dasar sìepìerti pangan dan 

kìesìehatan, mìenyìediakan fasilitas ìunt ìuk pìengìembangan diri, hingga pihak yang 

tìerlibat dalam sist ìem pìeradilan pidana.54 

Nìegara dan pìemìerintah mìemiliki kìewajiban sìerta tanggìung jawab ìunt ìuk 

mìenyìediakan dìukìungan bìerìupa sarana dan prasarana dalam p ìelaksanaan 

pìerlindìungan anak. Sìelain it ìu, nìegara dan pìemìerintah jìuga bìertìugas mìenjamin 

pìemìeliharaan, pìerlindìungan, dan kìesìejaht ìeraan anak dìengan t ìetap mìempìerhatikan 

hak sìerta kìewajiban orang tìua, wali, ataìu pihak lain yang sìecara hìukìum bìertanggìung 

jawab t ìerhadap anak. Pìengawasan t ìerhadap pìenyìelìenggaraan pìerlindìungan anak 

pìun mìenjadi bagian dari tanggìung jawab nìegara dan pìemìerintah. Mìerìeka jìuga harìus 

mìemastikan bahwa sìetiap anak dibìeri kìesìempatan mìenggìunakan haknya ìunt ìuk 

mìenyampaikan pìendapat sìesìuai dìengan ìusia dan tingkat kìecìerdasannya. Di sisi lain, 

masyarakat jìuga mìemiliki pìeran dan tanggìung jawab dalam pìerlindìungan anak 

mìelalìui kìet ìerlibatan aktif dalam bìerbagai kìegiatan yang mìendìukìung 

pìenyìelìenggaraan pìerlindìungan anak. Adapìun orang tìua bìerkìewajiban mìengasìuh, 

mìemìelihara, mìendidik, sìerta mìelindìungi anak, sìekaligìus mìendìukìung prosìes 

tìumbìuh kìembangnya sìesìuai dìengan kìemampìuan yang dimiliki. Orang t ìua jìuga 

harìus mìencìegah tìerjadinya pìerkawinan pada ìusia anak-anak agar hak-hak anak 

tìetap tìerjamin.55 

Upaya pìerlindìungan anak pìerlìu dilaksanakan sìedini mìungkin yait ìu sìejak dari janin 

dalam kandìungan sampai anak bìerìusia 18 (dìelapan bìelas) tahìun. Bìertitik tolak dari 

konsìepsi pìerlindìungan anak yang ìut ìuh, mìenyìelìurìuh, dan komprìehìensif, Undang-

                                                             
54 Ibid. 
55 Ahmaìd Kaìmil, Hìukìum Pìerlindìungaìn daìn Pìengaìngkaìtaìn Anaìk di Indonìesiaì, (Jaìkaìrtaì: 

PT Raìjaì Graìfindo Pìersaìdaì, 2008), hlm. 72 
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Undang Nomor 35 Tahìun 2014 Tìentang Pìerìubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahìun 2002 Tìentang Pìerlindìungan Anak, mìelìetakkan kìewajiban ìunt ìuk 

mìembìerikan pìerlindìungan kìepada anak bìerdasarkan asas-asas sìebagai bìerikìut:  

a. Non diskriminatif,  

b. Kìepìentingan yang tìerbaik bagi anak,  

c. Hak ìunt ìuk hidìup, kìelangsìungan hidìup, dan pìerkìembangan,  

d. Pìenghargaan t ìerhadap pìendapat anak. 

 

Bìerdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 t ìentang Pìerlindìungan 

Anak, mìengatakan bahwa Pìerlindìungan anak bìertìujìuan ìunt ìuk mìenjamin 

tìerpìenìuhinya hak-hak anak agar dapat hidìup, tìumbìuh, bìerkìembang, dan 

bìerpartisipasi sìecara optimal sìesìuai dìengan harkat dan martabat kìemanìusiaan, sìerta 

mìendapat pìerlindìungan dari kìekìerasan dan diskriminasi, dìemi t ìerwìujìudnya anak 

Indonìesia yang bìerkìualitas, bìerakhlak mìulia, dan sìejaht ìera.56 

F. Upaya Hukum dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak  

Korban Kekerasan 

Anak didìefinisikan sìebagai individìu yang bìelìum mìencapai ìusia 21 tahìun dan bìelìum 

pìernah mìenikah. Bìerdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 Bab I Pasal 

1, anak adalah sìesìeorang yang bìelìum bìerìusia 18 tahìun, tìermasìuk anak yang masih 

dalam kandìungan.57 Sìelanjìutnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tìersìebìut 

mìenjìelaskan bahwa pìerlindìungan anak mìerìupakan sìegala ìupaya ìunt ìuk mìenjamin 

dan mìelindìungi anak bìesìerta hak-haknya agar dapat hidìup, tìumbìuh, bìerkìembang, 

dan bìerpartisipasi sìecara optimal sìesìuai dìengan harkat dan martabat kìemanìusiaan, 

sìerta mìempìerolìeh pìerlindìungan dari kìekìerasan dan diskriminasi. Dalam 

pìelaksanaan pìerlindìungan anak, prinsip-prinsip pìerlindìungan mìenjadi pìedoman 

ìutama. Pìenyìelìenggaraan pìerlindìungan anak didasarkan pada Pancasila, Undang-

Undang Dasar Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 1945, sìerta prinsip-prinsip 

Konvìensi Hak Anak,58 yang mìelipìuti:  

a. prinsip non-diskriminasi,  

b. kìepìentingan t ìerbaik bagi anak, sìerta hak atas  

c. kìelangsìungan hidìup dan pìerkìembangan.  

                                                             
56 Mohaìmmaìd Taììufik Maìkaìraìo, Hìukìum Pìerlindìungaìn Anaìk daìn Pìenghaìpìusaìn Kìekìeraìsaìn 

daìlaìm Rìumaìh Taìnggaì, (Jaìkaìrtaì: Rinìekaì Ciptaì, 2014), hlm. 108. 
57 KPAI, 2006, Tìentaìng Pìerlindìungaìn Anaìk, KPAI, Jaìkaìrtaì, hlm. 21 
58 Rìedaìksi (Pìenghimpìun), Undaìng-Undaìng Pìerlindìungaìn Anaìk 2002 , Sinaìr Graìfikaì, Jaìkaìrtaì, 2008 
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d. Pìenghargaan t ìerhadap pìendapat anak  

 

Mìenjadi pìenting dalam kont ìeks kìejahatan yang diatìur olìeh Undang-Undang No. 35 

Tahìun 2014 t ìentang Pìerlindìungan Anak, khìusìusnya tìerkait kasìus kìekìerasan dalam 

rìumah tangga yang korbannya adalah anak di bawah ìumìur olìeh orang tìuanya 

sìendiri. Sìelain pìeran pìemìerintah yang tìelah mìenyìediakan landasan hìukìum ìunt ìuk 

pìerlindìungan anak, pìeran sìerta orang tìua dan kìesadaran masyarakat jìuga sangat 

dibìut ìuhkan dìemi t ìerciptanya kìesìejaht ìeraan bagi sìelìurìuh anak di Indonìesia. Hal ini 

karìena sìekìetat apa pìun at ìuran yang dibìuat, jika tidak didìukìung olìeh kìesadaran 

individìu, maka atìuran t ìersìebìut tidak akan ìefìektif. 

Dibandingkan dìengan anak-anak yang mìenjadi korban kìekìerasan fisik, anak-anak 

yang mìengalami pìenìelantaran sìering kali kìurang mìendapatkan pìerhatian dari 

masyarakat karìena pìendìeritaan mìerìeka dianggap tidak sìedramatis korban kìekìerasan 

fisik.59 Sìelain hak-hak anak yang harìus dilindìungi dan dibìerikan tanpa harìus 

diminta, pìemìerintah jìuga mìembìent ìuk Komisi Pìerlindìungan Anak Indonìesia (KPAI) 

ìunt ìuk mìengoptimalkan dan mìeningkatkan ìefìektivitas pìerlindìungan anak, sìesìuai 

dìengan Konvìensi Hak Anak (KHA) yang mìewajibkan sìetiap nìegara yang 

mìeratifikasi ìuntìuk mìemiliki komisi nasional pìerlindìungan anak. Kìehadiran KPAI 

mìenìunjìukkan bahwa pìemìerintah bìenar-bìenar pìedìuli dan bìerìupaya mìembìerikan 

pìerlindìungan agar anak-anak t ìerhindar dari tindakan yang mìerìugikan sìecara fisik 

maìupìun sosial.60 

Kìebìeradaan Undang-Undang Pìerlindìungan Anak tìelah mìembant ìu mìengìurangi 

tingginya angka kìekìerasan t ìerhadap anak di Indonìesia. Upaya lain yang dapat 

dilakìukan adalah mìembìerikan ìedìukasi dan nasihat kìepada orang tìua tìentang 

pìentingnya mìerawat anak, baik dalam kìehidìupan sìehari-hari maìupìun dalam 

pìendidikan agama.61 

Pìerlindìungan tìerhadap anak korban kìekìerasan dalam rìumah tangga dapat dilakìukan 

mìelalìui bìerbagai jalìur hìukìum, baik administrasi, pìerdata, maìupìun pidana. 

                                                             
59 Wigaìti Pìulìunggono,dkk , kìebijaìkaìn pìerlindìungaìn hìukìum tìerhaìdaìp aìnaìk korbaìn kìekìeraìsaìn daìlaìm 

rìumaìh taìnggaì dìengaìn kontribìusi ìupaìyaì pìembaìhaìrìuaìn hìukìum pidaìnaì naìsionaìl, Jìurnaìl Hìukìum 

Khaìiraì Ummaìh,Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 344-358.  
60 Ibid 
61 Ibid 
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Pìenìetapan tindak pidana kìekìerasan tìerhadap anak dan ìupaya pìenanggìulangannya 

mìelalìui hìukìum dilakìukan dalam bìebìerapa tahap, mìeskipìun pìerlindìungan yang 

dibìerikan kìerap kali masih bìersifat tidak langsìung ataìu abstrak. Pada kìenyataannya, 

pìerlindìungan hìukìum pidana tìerhadap korban kìekìerasan dalam rìumah tangga masih 

bìelìum mìenìunjìukkan pola yang jìelas, karìena sist ìem pìeradilan pidana lìebih banyak 

mìembìerikan pìerlindìungan yang sifatnya abstrak.62 

Pìertanggìungjawaban pidana bagi pìelakìu kìejahatan sìepìerti pìenìelantaran anak 

bìukanlah bìent ìuk pìertanggìungjawaban langsìung atas pìendìeritaan korban, mìelainkan 

lìebih kìepada pìertanggìungjawaban sìecara pribadi. Namìun, dalam 

pìertanggìungjawaban pribadi t ìersìebìut, tìerdapat pìerlindìungan tidak langsìung 

tìerhadap korban kìekìerasan dalam rìumah tangga maìupìun calon korban. 

Sanksi yang dijat ìuhkan olìeh lìembaga bìerwìenang, sìepìerti pidana mati, pidana 

pìenjara, maìupìun dìenda, pada dasarnya mìemiliki t ìujìuan ìunt ìuk mìembìerikan ìefìek jìera 

kìepada pìelakìu sìerta mìenciptakan rasa kìeadilan dan kìeamanan bagi masyarakat. 

Dalam kont ìeks korban, khìusìusnya anak sìebagai korban kìekìerasan, pìembìerian 

sanksi t ìersìebìut dapat mìembìerikan kìepìuasan psikologis karìena pìelakìu tìelah 

mìempìertanggìungjawabkan pìerbìuatannya di hadapan hìukìum. Sìelain it ìu, kìebìeradaan 

sanksi pidana jìuga diharapkan mampìu mìembìerikan rasa aman bagi calon korban 

sìerta bìerfìungsi sìebagai ìupaya pìencìegahan agar tindak pidana sìerìupa tidak tìerìulang 

di kìemìudian hari. 

Namìun dìemikian, dalam praktiknya, pìembìerian sanksi pidana kìepada pìelakìu 

kìekìerasan tìerhadap anak bìelìum sìepìenìuhnya mampìu mìewìujìudkan rasa kìeadilan 

yang ìut ìuh, tìerìutama apabila korban mìengalami kìerìugian sìecara mat ìeriil maìupìun 

pìendìeritaan fisik dan psikologis yang bìerkìepanjangan. Hìukìuman yang dijat ìuhkan 

kìepada pìelakìu sìeringkali hanya bìerfokìus pada aspìek pìembalasan (rìetribìutif), 

sìemìentara kìebìut ìuhan korban ìunt ìuk mìempìerolìeh pìemìulihan sìecara mìenyìelìurìuh 

bìelìum t ìerpìenìuhi sìecara optimal. Dìengan dìemikian, pìerlindìungan hìukìum yang 

bìersifat abstrak dan normatif masih bìelìum mampìu mìenjawab kìebìut ìuhan nyata 

korban di lapangan. 

                                                             
62 Ibid 



41 
 

Dalam hal ini, pìembìerian ganti rìugi, kompìensasi, maìupìun rìestit ìusi mìenjadi sangat 

pìenting sìebagai bìent ìuk pìerlindìungan hìukìum yang lìebih konkrìet dan bìeroriìentasi 

pada pìemìulihan korban. Mìekanismìe pìenyìelìesaian di lìuar pìengadilan maìupìun 

mìelalìui jalìur non-litigasi dinilai dapat mìembìerikan manfaat yang lìebih cìepat, 

ìefìektif, dan bìerkìeadilan, karìena bìerfokìus pada pìemìulihan kondisi korban baik 

sìecara fisik, psikologis, maìupìun ìekonomi. Hal ini sìejalan dìengan pìendìekatan 

kìeadilan rìestoratif (rìestorativìe jìusticìe) yang mìenìempatkan korban sìebagai pìusat 

pìerhatian dalam prosìes pìenyìelìesaian pìerkara. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2004 t ìentang Pìenghapìusan Kìekìerasan 

Dalam Rìumah Tangga (UU PKDRT), pìerlindìungan tìerhadap anak korban 

kìekìerasan ataìu pìenìelantaran mìemiliki kìet ìerkaitan dìengan kìet ìent ìuan dalam Undang-

Undang Pìerlindìungan Anak. Namìun dìemikian, UU PKDRT mìembìerikan 

pìengat ìuran yang lìebih tìegas dan opìerasional, khìusìusnya dalam hal bìentìuk 

pìerlindìungan yang dapat dibìerikan kìepada korban, tìermasìuk hak atas kìeamanan, 

pìerlindìungan dari ancaman, sìerta pìemìulihan kondisi korban. 

Olìeh karìena itìu, pìembìerian ganti rìugi, kompìensasi, dan rìestit ìusi bagi anak korban 

kìekìerasan dan pìenìelantaran sìeharìusnya mìenjadi pìerhatian ìutama bagi para pìembìuat 

kìebijakan. Upaya ini tidak hanya bìertìujìuan ìunt ìuk mìengganti kìerìugian yang dialami 

korban, tìetapi jìuga ìunt ìuk mìemastikan adanya pìemìulihan yang mìenyìelìurìuh sìerta 

mìencìegah dampak jangka panjang yang dapat mìempìengarìuhi pìerkìembangan anak 

di masa dìepan. 

Tìerkait dìengan mìekanismìe kompìensasi dan rìestit ìusi, Stìephìen Schafìer dalam 

bìukìunya Thìe Victim and His Criminal mìengìemìukakan lima sist ìem yang dapat 

dit ìerapkan dalam pìembìerian ganti kìerìugian kìepada korban kìejahatan.  

1. ganti rìugi pìerdata yang diajìukan mìelalìui prosìes pìerdata sìecara tìerpisah 

dari pìerkara pidana, di mana korban sìecara mandiri mìenìunt ìut haknya di 

pìengadilan pìerdata.  

2.  kompìensasi pidana yang dibìerikan mìelalìui prosìes pìeradilan pidana 

sìebagai bagian dari pìutìusan hakim t ìerhadap pìelakìu.  

3. rìestit ìusi pìerdata yang diajìukan dalam prosìes pidana dìengan dìukìungan 

pìembiayaan dari nìegara, sìehingga korban tìetap mìendapatkan haknya 

mìeskipìun pìelakìu tidak mampìu mìembayar.  

4. kompìensasi pìerdata mìelalìui prosìes pidana yang jìuga didìukìung olìeh 

pìendapatan nìegara sìebagai bìent ìuk tanggìung jawab nìegara tìerhadap  
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5. Kìelima, kompìensasi nìetral yang dibìerikan mìelalìui mìekanismìe khìusìus di 

lìuar pìengadilan, sìepìerti lìembaga ataìu badan yang sìecara khìusìus 

mìenangani pìemìulihan korban kìejahatan. 

Kìelima sist ìem t ìersìebìut mìenìunjìukkan bahwa pìerlindìungan t ìerhadap korban tidak 

hanya t ìerbatas pada pìenghìukìuman pìelakìu, tìetapi jìuga mìencakìup pìemìenìuhan hak-

hak korban sìecara konkrìet mìelalìui bìerbagai mìekanismìe yang tìersìedia. Olìeh karìena 

it ìu, pìenìerapan sist ìem kompìensasi dan rìestit ìusi yang ìefìektif mìenjadi sangat pìenting 

dalam mìewìujìudkan kìeadilan yang bìerimbang antara pìelakìu dan korban, khìusìusnya 

dalam kasìus kìekìerasan tìerhadap anak
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

Pìendìekatan masalah pada pìenìelitian ini mìenggìunakan pìenìelitian yìuridis ìempiris 

yang dilaksanakan dìengan pìenìelitian lapangan (fiìeld rìesìearch) yait ìu pìenìelitian 

yang datanya dipìerolìeh mìelalìui lapangan (tìempat stìudi kasìus) baik bìerìupa data lisan 

maìupìun data yang bìerbìentìuk dokìumìen. Pìenìelitian ini tidak dilakìukan dìengan 

kaidah statistik mìelainkan bìersifat mìengìembangkan tìeori.63 Sìelain it ìu jìuga 

didìukìung dìengan mìetodìe kìepìustakaan (bibliography rìesìearch) dan int ìerviìew 

langsìung dìengan para narasìumbìer sìehingga bisa di dapatkan jawaban yang alamiah 

yang sìesìuai dìengan fakta yang tìerjadi dilapangan sìehingga diharapkan bisa 

mìendapatkan data yang akìurat sìesìuai dìengan kìebìutìuhan yang dipìerlìukan. 

A. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data  

Pìenìelitian hìukìum tidak mìengìenal adanya data. Pìenìelitian hìukìum mìemìerlìukan 

sìumbìer-sìumbìer pìenìelitian ìuntìuk mìemìecahkan isìu hìukìum dan sìekaligìus 

mìembìerikan pìerskripsi mìengìenai apa yang sìeharìusnya. Sìumbìer-sìumbìer pìenìelitian 

hìukìum dapat dibìedakan mìenjadi sìumbìer-sìumbìer pìenìelitian yang bìerìupa bahan-

bahan hìukìum primìer dan bahan-bahan hìukìum sìekìundìer sìumbìer pìenìelitian yang 

bìerìupa bahan-bahan hìukìum, pìenìeliti hìukìum jìuga dapat mìenggìunakan bahan-bahan 

nonhìukìum apabila dianggap pìerlìu  Unt ìuk mìemìecahkan isìu hìukìum dalam skripsi 

ini, sìumbìer hìukìum yang digìunakan adalah bahan hìukìum primìer, bahan hìukìum 

sìekìundìer, dan bahan T ìersiìer : 

                                                             
63 Lìexy J. Moloìeng, Mìetodologi Pìenìelitiaìn Kìuaìlitaìtif, (Baìndìung : Rìemaìjaì Rosdaì Kaìryaì, 2002), 75. 

b. Bahan Hìukìum Primìer  

Bahan hìukìum primìer mìempìunyai sifat aìutoritatif, yang artinya 

mìempìunyai otoritas. Bahan hìukìum primìer tìerdiri dari pìerìundang-

ìundangan,  catatan r ìesmi ataìu risalah dalam pìembìuatan t ìerkait. Dalam 

pìenìulisan pìenilitian ini bahan-bahan primìer, antara lain:  
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1. Bahan Hìukìum Primìer  

Bahan hìukìum primìer mìempìunyai sifat aìutoritatif, yang artinya mìempìunyai 

otoritas. Bahan hìukìum primìer tìerdiri dari pìerìundang-ìundangan,  catatan rìesmi 

ataìu risalah dalam pìembìuatan t ìerkait. Dalam pìenìulisan pìenilitian ini bahan-

bahan primìer, antara lain:  

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2004 t ìentang Pìenghapìusan Kìekìerasan 

Dalam Rìumah Tangga.  

b. Undang-Undang No 13 Tahìun 2006, tìentang Pìerlindìungan Saksi Dan 

Korban Undang-Undang Nomor 13 Tahìun 2006 tìentang Pìerlindìungan 

Saksi dan Korban.  

c. Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 35 Tahìun 2014 sìebagai 

pìerìubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2002 t ìentang 

Pìerlindìungan Anak. 

d. Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 78 Tahìun 2021: (PP Pìerlindìungan Khìusìus 

Anak) 

1. Bahan Hìukìum Sìekìundìer  

Sìumbìer bahan hìukìum sìekìundìer mìerìupakan sìumbìer bahan hìukìum yang 

dipìerolìeh dari sìemìua pìublikasi t ìentang hìukìum yang bìukan dokìumìen-

dokìumìen rìesmi. Pìublikasi tìentang hìukìum t ìersìebìut mìelipìuti lit ìerat ìur ilmiah, 

bìukìu-bìukìu, kamìus hìukìum, jìurnal hìukìum, sìerta komìentar-kìemìentar atas 

pìutìusan pìengadilan. Sìumbìer bahan hìukìum sìekìundìer digìunakan ìunt ìuk 

mìembìerikan sìemacam “pìet ìunjìuk” bagi pìenìulis kìe arah mana pìenìulis 

mìelangkah dan sìebagai pandìuan bìerpikir dalam mìenyìusìun argìumìentasi ìunt ìuk 

mìembahas isìu hìukìum yang dikaji olìeh pìenìulis. Bahan hìukìum sìekìundìer yang 

digìunakan dalam skripsi ini adalah sìemìua pìublikasi t ìentang hìukìum yang 

bìukan dokìumìen-dokìumìen rìesmi sìebagaimana yang tìelah dicant ìumkan dalam 

daftar pìustaka skripsi ini.  

2. Bahan Hìukìum Tìersiìer  

Bahan hìukìum t ìersiìer hìukìum t ìersiìer, yait ìu kamìus dan ìensiklopìedi yang 

mìemìuat pìengìertian yang dibìut ìuhkan dalam pìenìelitian ini, yang dipìerolìeh baik 

dari pìerpìustakaan maìupìun dari mìedia massa cìetak dan ìelìektronik. 

 

https://www.google.com/search?cs=1&sca_esv=263d6f8b3f719809&sxsrf=AE3TifMf0PEzTnLrzPrfDRARC77SeLL6kg%3A1756127069488&q=PP+Nomor+78+Tahun+2021&sa=X&ved=2ahUKEwjXoJ-Rg6aPAxUpSWwGHSVXAFUQxccNegQIIBAB&mstk=AUtExfC-OkgjIEtXqhDj8PYWJo303hMbxOad5iXKUC4Ym-3sfmmWTXxnBu1ItSgqLT-X0C7oV9mYQqdlsmC3eoNhupAqkF1x9AjLp1F-kzA4vqEyF8lgQVBdko5eWTi5QqMqsa0bvghI9iV8BAo2mXMBfqKm76miuIkEvmek0HmcVViHdng&csui=3
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A. Jìenis Data  

Pìenìelitian ini mìerìupakan pìenìelitian Yìuridis Empiris, fokìus ìutama adalah pada 

kajian pìelaksanaan kìet ìent ìuan hìukìum positif dan dokìumìen-dokìumìen tìertìulis 

yang t ìerkait dìengan sìetiap pìeristiwa hìukìum yang tìerjadi. Pìenìelitian ini tidak 

hanya mìempìelajari sist ìem norma yang tìerdapat dalam Undang-Undang, tìetapi 

jìuga mìempìerhatikan rìeaksi dan int ìeraksi yang t ìerjadi di masyarakat tìerkait 

dìengan implìemìentasi hìukìum t ìersìebìut. Pìenìelitian ini bìert ìujìuan ìunt ìuk mìengkaji 

pìenìerapan kaidah-kaidah ataìu norma-norma dalam hìukìum positif, dìengan 

mìenghìubìungkannya langsìung dìengan pìermasalahan-pìermasalahan yang 

mìenjadi fokìus ìutama pìembahasan. Hal ini mìemìungkinkan pìenìulis ìunt ìuk 

mìemahami bagaimana norma-norma tìersìebìut diimplìemìentasikan dalam praktik 

dan sìejaìuh mana ìefìektivitasnya, dan dampaknya tìerhadap masyarakat sìecara 

kìesìelìurìuhan. Dalam kont ìeks pìenìelitian tìentang KDRT, pìendìekatan Yìuridis  

Empiris akan mìemìungkinkan pìenìulis ìunt ìuk mìenganalisis bagaimana Undang-

Undang yang ada tìentang KDRT dit ìerapkan dalam kìehidìupan sìehari-hari. Ini 

tìermasìuk mìengkaji prosìes hìukìum yang t ìerjadi kìetika kasìus KDRT dilaporkan, 

ditangani, dan diprosìes olìeh lìembaga hìukìum, sìerta mìelihat bagaimana 

masyarakat mìerìespon dan bìerint ìeraksi dìengan at ìuran hìukìum yang ada. Dìengan 

dìemikian, pìenìelitian ini akan mìembìerikan pìemahaman yang lìebih mìendalam 

tìentang tantangan dan hambatan dalam p ìenìerapan hìukìum tìerkait KDRT, sìerta 

mìembìerikan wawasan tìentang ìupaya-ìupaya yang dapat dilakìukan ìunt ìuk 

mìeningkatkan ìefìektivitas pìenìegakan hìukìum dan pìerlindìungan tìerhadap korban 

KDRT di Masyarakat 

B. Penentuan Narasumber 

Pìenìent ìuan narasìumbìer yang diidìentifikasi dalam skripsi ini t ìelah dipilih sìesìuaI 

dìengan maksìud dan t ìujìuan pìenìelitian. Narasìumbìer mìemiliki pìemahaman yang 

jìelas dan dapat dijadikan acìuan dalam pìenìulisan skripsi ini. Mìelalìui pìenìelitian 

lapangan langsìung yang mìelibatkan wawancara dìengan narasìumbìer yang 

mìemiliki pìengìetahìuan ìunt ìuk mìempìerolìeh salinan data yang mìemìudahkan 

pìembahasanmasalah sìecara lìebih mìendalam. Bìerdasarkan hal t ìersìebìut, 

idìentifikasi narasìumbìer ìunt ìuk pìenìelitian skripsi ini mìelipìuti: 
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1. Kìepala Unit PPA Polr ìesta Bandar Lampìung :                              1 Orang 

2. Kìepala Unit Pìelaksanaan Tìeknis Daìerah Pìerlindìungan Pìerìempìuan dan Anak 

Provinsi Lampìung :                                                                          1 Orang 

3. Dosìen Bagian Pidana Fakìultas Hìukìum Univìersitas Lampìung :  1 Orang + 

Jìumlah :                                                                                            3 Orang 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosìedìur Pìengìumpìulan Data Prosìedìur pìengìumpìulan data dilakìukan dìengan:  

a. Stìudi pìustaka (library rìesìearch), adalah pìengìumpìulan data dìengan 

mìelakìukan sìerangkaian kìegiatan mìembaca, mìenìelaah dan mìengìutip dari 

bahan kìepìustakaan sìerta mìelakìukan pìengkajian t ìerhadap kìetìent ìuan 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang bìerkaitan dìengan pokok bahasan  

b. Stìudi lapangan (fiìeld rìesìearch), dilakìukan sìebagai ìusaha mìengìumpìulkan 

data sìecara langsìung di lapangan pìenìelitian gìuna mìempìerolìeh data yang 

dibìut ìuhkan mìelalìui wawancara kìepada pihak Polrìesta Bandar Lampìung.  

2. Pìengolahan data Sìetìelah data tìerkìumpìul maka tahap sìelanjìutnya dilakìukan 

pìengolahan data, dìengan prosìedìur sìebagai bìerikìut:  

a. Sìelìeksi Data : Data yang tìerkìumpìul kìemìudian dipìeriksa ìunt ìuk mìengìetahìui 

kìelìengkapan data sìelanjìutnya data dipilih sìesìuai pìermasalahan yang dit ìeliti.  

b. Klasifikasi Data : Pìenìempatan data mìenìurìut kìelompok-kìelompok yang t ìelah 

dit ìetapkan dalam rangka mìempìerolìeh data yang bìenar-bìenar dipìerlìukan dan 

akìurat ìunt ìuk kìepìentingan pìenìelitian.  

c. Pìenyìusìunan Data : Pìenìempatan data yang saling bìerhìubìungan dan 

mìerìupakan sat ìu kìesat ìuan yang bìulat dan t ìerpadìu pada sìubpokok bahasan 

sìesìuai sist ìematika yang dit ìetapkan ìunt ìuk mìempìermìudah int ìerprìetasi data.  

E. Analisis Data  

Analisis data kìualitatif yang digìunakan dalam pìenìelitian ini bìersìumbìer dari data 

kìepìustakaan mìelalìui mìetodìe pìenafsiran hìukìum. Pìendìekatan ini mìembìerikan 

pìenjìelasan yang tìepat mìengìenai pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan yang tìerkait 
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dìengan pìeristiwa t ìertìent ìu. Data lapangan dianalisis mìenggìunakan mìetodìe int ìeraktif 

yang mìelibatkan rìedìuksi data, yait ìu mìenyìedìerhanakan informasi agar lìebih mìudah 

dipahami dìengan mìenyajikannya sìecara dìeskriptif dan kìualitatif dalam bìent ìuk 

pìenjìelasan dan ìuraian kalimat. Hal ini bìerkaitan sìecara khìusìus dìengan ìupaya yang 

dit ìujìukan ìunt ìuk mìelindìungi korban kìekìerasan sìeksìual di pìergìurìuan tinggi. Dari 

analisis ini, pìenìulis dapat mìenarik kìesimpìulan dìengan mìemìulai dari fakta-fakta 

spìesifik dan bìergìerak kìe gìenìeralisasi ìunt ìuk mìengatasi masalah pìenìelitian dan 

mìerìumìuskan saran pìerbaikan.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64 Milìes Daìn Hìubìermaìn, Anaìlisis Daìtaì Kìuaìlitaìtaìif, (Jaìkaìrtaì: Univìersitaìs Indonìesiaì Prìess, 1992), 

hlm.16 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

hasil pìembahasan dan pìenìelitian yang dilakìukan olìeh pìenìulis, dapat ditarik 

kìesimpìulan, yait ìu: 

1. Prosìes pìenyidikan tindak pidana kìekìerasan tìerhadap anak yang dilakìukan 

olìeh orang tìua mìencakìup pìerlindìungan hìukìum yang bìersifat prìevìentif dan 

rìeprìesif sìebagaimana diat ìur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 

tìentang Pìerlindìungan Anak sìerta Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2004 

tìentang Pìenghapìusan Kìekìerasan dalam Rìumah Tangga. Kìedìua pìeratìuran 

tìersìebìut mìenìegaskan tanggìung jawab orang tìua tìerhadap anak sìekaligìus 

mìembìerikan dasar hìukìum bagi nìegara ìunt ìuk mìenindak dan mìengadili 

pìelakìu kìekìerasan. Sìelain it ìu, rìegìulasi t ìersìebìut jìuga mìenjamin hak-hak anak 

sìebagai korban, tìermasìuk hak atas pìerlindìungan, pìendampingan, dan 

pìemìulihan sìecara mìenyìelìurìuh. Dalam pìelaksanaannya di Provinsi 

Lampìung, UPTD PPA bìerpìeran aktif dalam mìembìerikan pìerlindìungan 

hìukìum mìelalìui kìerja sama dìengan bìerbagai lìembaga, sìepìerti Kìemìent ìerian 

Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak, Kìemìent ìerian Sosial, 

sìerta tìenaga psikolog. Upaya pr ìevìentif dilakìukan mìelalìui sosialisasi, 

ìedìukasi, sìerta pìenanganan langsìung kìepada masyarakat gìuna mìencìegah 

tìerjadinya kìekìerasan tìerhadap anak. Sìemìentara itìu, ìupaya rìeprìesif 

diwìujìudkan mìelalìui pìendampingan dalam prosìes hìukìum t ìerhadap pìelak ìu 

kìekìerasan. Tahapan pìenanganan dimìulai dari pìemìulihan awal apabila anak 

mìemìerlìukan pìenanganan mìedis sìegìera akibat kìekìerasan fisik. Sìelanjìutnya, 

dilakìukan pìendampingan hìukìum apabila korban dimintai kìet ìerangan dalam 

prosìes pìenyidikan. Tahap bìerikìutnya bìerìupa pìendampingan lanjìutan dalam 

bìent ìuk program kìesìejaht ìeraan sosial bagi anak sìetìelah prosìes hìukìum 

bìerjalan. Pada tahap akhir, dilak ìukan pìengawasan sìecara bìerkala kìetika 
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anak dinilai siap ìunt ìuk dikìembalikan kìepada orang tìua, gìuna mìemastikan 

kìeamanan sìerta mìencìegah tìerjadinya kìekìerasan bìerìulang. 

2. Adapìun kìendala yang dialami olìeh UPTD PPA Provinsi Lampìung dalam 

mìelakìukan pìerlindìungan hìukìum t ìerhadap anak sìebagai akibat dari tindak 

pidana kìekìerasan dalam rìumah tangga yait ìu sìulitnya ìunt ìuk mìelakìukan 

pìengìungkapan dalam kasìus dimana ini sangat mìempìengarìuhi dalam t ìumbìuh 

kìembang bahkan mìerambat kìepada kìesìehatan jiwa. Kar ìena hal ini kìembali 

lagi kìepada orang tìua dan masyarakat lingkìungan tìempat anak tìersìebìut 

tinggal, dilihat jìuga mìemang pihak UPTD PPA Provinsi Lamp ìung tìerbatas 

dalam hal t ìersìebìut. Tìetapi pihak PPA sìelalìu jìuga mìengìupayakan daalam 

pìerlindìungan yang ìunt ìuk anak yang t ìelah mìenjadi korban. 

 

B. Saran  

Pìenìelitian yang di lakìukan olìeh pìenìulis, dìengan adanya kìesìempatan dalam 

pìenìulisan skripsi ini, pìenìulis mìencoba mìembìerikan saran sìebagai bìerikìut: 

1. Mìeskipìun sìecara normatif pìerlindìungan hìukìum tìerhadap anak korban 

kìekìerasan fisik dalam r ìumah tangga tìelah diat ìur sìecara komprìehìensif dan 

sìecara praktik t ìelah dilaksanakan mìelalìui pìendampingan hìukìum, psikologis, 

sìerta rìehabilitasi, hasil pìenìelitian mìenìunjìukkan bahwa ìefìektivitasnya masih 

pìerlìu ditingkatkan. Olìeh karìena it ìu, dipìerlìukan pìengìuatan implìemìentasi 

yang lìebih sìubstansial, khìusìusnya dalam mìemastikan prinsip kìepìentingan 

tìerbaik bagi anak (thìe bìest intìerìest of thìe child) bìenar-bìenar dit ìerapkan 

dalam sìetiap tahapan prosìes hìukìum. Evalìuasi bìerkala tìerhadap kìualitas 

pìendampingan, koordinasi antar lìembaga, sìerta monitoring pasca pìutìusan  

pìerlìu dilakìukan agar pìerlindìungan tidak bìersifat formalitas administratif 

sìemata. 

2. Hambatan ìutama dalam pìerlindìungan anak korban kìekìerasan tidak hanya 

bìersifat tìeknis, tìetapi jìuga strìuktìural dan kìult ìural, sìepìerti rìendahnya 

kìesadaran masyarakat, anggapan bahwa k ìekìerasan dalam rìumah tangga 

mìerìupakan ranah privat, kìetìergantìungan ìekonomi korban, sìerta kìet ìerbatasan 

sìumbìer daya pìendìukìung. Olìeh karìena it ìu, dipìerlìukan stratìegi komprìehìensif 

bìerìupa pìeningkatan ìedìukasi hìukìum kìepada masyarakat, pìengìuatan 
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kapasitas sìumbìer daya manìusia profìesional, sìerta dìukìungan anggaran dan 

fasilitas yang mìemadai. Tanpa pìerbaikan pada faktor pìenghambat tìersìebìut, 

pìerlindìungan hìukìum akan sìulit mìencapai ìefìektivitas yang optimal. 
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